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PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Thk

Nomor : 48.-

-- Pada hari ini, hari Jum’at, tanggal 10 (sepuluh)---—-
Juli tahun 2015 {dua ribu lima<belas), pukul 17.30-———-
W.I.B (tujuh belas lewat tiga puluh meniﬁ Waktu-----——-
Indenesia bagian Barat).,.—-——=m—~-o
-- Berada dihadapan saya, LINDA HERAWATI, Sarjana --——-
Hukum, notaris, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat,----
dengan wilayah jabatan seluruh wilayah Daerah Khuéus -
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi—saksi_yang—
saya, notaris kenal dan yang akan disebut nama-namanya-
pada akhir akta ini.--—--ee
1. Nyonya LANNY, lahir di Medan pada tanggal 28 {(dua--
puluh delapan) April 1871 (seribu sembilan ratus-—-——
tujuh puluh satu), Warga Negara Iﬁdohesia, swasta, —
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan-
Sutera Intan II nomor 20, pemegang Nomor Induk-----
Kependudukan 3674026804710006, untuk.sementara —————

berada di Jakarta; ————=-————m~commm e __

2. Tuan Doktor HERMAWAN TARJONO, lahir di Jakarta ——-—-—
pada tanggal 1 (satu) September 1967 (seribu------—-
senmbilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara--——--
Indonesia, swasta bertempat tinggal di Kota------—-—-
Tangerang Selatan, Villa Melati Mas Blok M-2/14, ——-

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3674020109670001,

untuk sementara berada di Jakarta; ————~=—mem————a—-
- menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak —-—-
dalam jabatan mereka masing-masing selaku Direktur—---—--

dari- dan karenanya bersama-sama mewakili Direksi dari-
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perseroan vang akan disebut dibawah ini, demikian —————— |
bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan Xepada—————=
Direksi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk--
selanjutnya cukup disebut “Rapalt”) perseroan terbatas--
"PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Thk”, berkedudukan di—-——-—-
Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah beberapa—--
kali diubah dan perubahan terakhirnya telah:---—~————~_
a. mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat —--—--~-
keputusannya tertanggal 1 (satu) September 2009 --——-
(dua ribu sembilan) NOMOT ——==——————— N,
AHU-42753.AH.01.02.Tahun 200% dan telah diumumkan --
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --
16 {(enam belas) Agustus 2010 (dua ribu sepuluh) =---—-
nomor 6% Tambahan nomor 12087; —-—-———————mmmom o ————
b. telah diterima serta dicatat di dalam database———-—- b
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum --—-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaima -
na ternvata dalam surat pemberitahuan nomor —----—-----
AHU-AH.01.10-05921 tanggal 10 (sepuluh) Maret 2010 --
{dua ribu sepuluh) dan telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia tertanggal 22 (dua puluh -

dua) Maret 2012 {(dua ribu dua belas) nomor 24 —----—-=-

Tambahan nomor 190/1L; ————— e
selanjutnya perseroan terbatas “PT. DIAN SWASTATIKA--—-
SENTOSA Tbk” tersebut dalam akta ini cukup disebut-----
Y Persercan’ . ——— e e
—-- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris.-——=—=—----
—- Para penghadap mana senantiasa bertindak seperti——f:

tersebut menerangkan terlebih dahulu 1——————m————m—————~
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—— Bahwa pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 --
(dua ribu lima belas), pukul 15.06 W.I.B {lima belas——-—
lewat enam menit Waktu Indonesia bagian Barat) di Sinar
Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39, Ruang Paseo, Jalan
MH. Thamrin nomoxr 51, Jakarta Pusat 10350, telah——~--———
diadakan Rapat Perserocan, satu dan lain sebagaimana itu
ternyata dari akta Berita Acara Rapat tertanggal 24--—--

{dua puluh empat) Juni 2015 {(dua ribu lima belas)-----—-

| nomor 125, yang aslinya dibuat oleh saya, notaris, dan-

dalam Rapat mana telah diambil keputusan yakni:----——-—-
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam -
rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa ——
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan—-—
Penyelenggaraan Rapat Unum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK Nomor 32/PCJK.04/2014“) dan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan ———-
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK Nomor
33/POJK.04/2014”), keduanya tertanggal 8 (delapan) —-
Desember 2014 (dua ribu empat belas);: dan-—---————~——
2. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi--
Perseroan atau kuasa yang ditunjuk untuk menyuasun ——-—
kembali seluruh anggaran dasar Perseroan sehubungan -
dengan perubahan tersebut dan melakukan segala - ———--
tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat, —-—-
termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak-
berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau -
meminta keterangan, mengajukan permohonan ———————————
persetujuan dari dan/atau pemberitahuan atas ————-———-—

perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri ——-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan-
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untuk maksud tersebut melakukan perubahan &an/atau——
penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan
dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum dan Hak-----
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau POJK Nomor
32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.O4/2014,———f—
membuat atau suruh membuat serta menandatangani —----
akta-akta dan surat-surat maupun dokumen—dokumeﬁ————
lainnya vang diperlukan atau dianggap perlu,lhadir——
di hadapan notaris untuk menyatakan kembali dalam---
suatu akta notaris keputusan yang telah diambil ----—-
dalam Rapat ini dan melaksanakan hal-hal lain yang--

harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat---------

terealisasinya keputusan Rapat. ——————-———————————=~—
-—- Bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/terwakiii ---
sebanyak 757.369.000 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta
tiga ratus enam puluh sembilan ribu} saham atau sebesar .
98,29% (sembilan puluh delapan koma dua puluh sembilan-
persen) dari seluruh saham yakni sebanyak 770.552.320 =~
(tujuh ratus tujuh puluh juta lima ratus lima puluh dua
ribu tiga ratus dua puluh) saham yang telah ———--—---—-
dikeluarkan oleh Perserocan;-—————-—————————————————————~
-- Bahwa untuk menyelenggarakan Rapat ini dan guna ----
memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran-
Dasar Persercan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan---
Nomor 32/PCJK.04/2014 tentang Rencana dan-----————==——-
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan—---

Terbuka, Persercan telah melakukan hal-hal sebagai-----

1. Melakukan pemberitahuan kepada CJK mengenal rencana

peiaksanaan Rapat berdasarkan Surat Persercan Nomor
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062/CSDS5~-05/2015 pada tanggal 7 (tujuh) Mei 2015 -~

{dua ribu lima belas). ——=—————rmommmmm—
2. Mengumumkan Pemberitahuan Rapat kepada para pemegang

saham Persercan di 2 (dua) surat kabar harian yang -

[

berperedaran luas masing-masing di harian Investor

[

Daily dan Neraca, di situs elektronik Bursa Efek --

Indonesia, dan di situs elektronik Persercan pada -~

t

tanggal 15 (lima belas) Mei 2015 (dua ribu lima ---

3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada para pemegang --
saham Persercan di 2 (dua) surat kabar harian yang -
berperedaran luas masing-masing di harian Investor -
Daily dan Neraca, di situs elektronik Bursa Efek ——-—
Indonesia, dan di situs elektronik Perseroan pada --

tanggal 1 (satu) Juni 2015 {(dua ribu lima belas). --

-- Bahwa jumlah saham yang terwakili dalam Rapat - ——-——-
tersebut sudah mencapai kuorum, sesuai dengan ketentuan
pasal 11 ayat 10.a Anggaran Dasar Perseroan.----——-—————
-- Bahwa oleh karena ketentuah~ketentuan dalam Anggaran
Dasar Persercan telah terpenuhi, maka Rapat tersebut--—-
adalah sah dan berhak pula untuk mengambil segala—-—~---
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat dalam-—---—---—-
Perserocan.-—-—-rmo-ommmmm e
—- Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, para —-
penghadap senantiasa bertindak seperti tersebut—-----———
berdasarkan kuasa yang diberikan kepada Direksi-—~——-—-
menerangkan dengan ini menyatakan keputusan tersebut---

adalah sebagail berikuti—=—=-—————cmooooe o ______

-=~ Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam -

rangka menyesuaikan dengan POJK NOmoOY ——————m———————~

S}



32/POJK.04/2014 dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 dan —-
menyusun kKemball seluruh Anggaran Dasar Perseroan, --
sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar —-—- .
Persercan ditulis dan berbunyi sebagai berikut: ——----

————————————— NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN —~--—=————oe_

1. Persercan Terbatas ini bernama :-——---m-—-———-—2 ;
——————— “PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA Thk"” —-———--—-
(selanjutnya cukup disingkat dengan—; ——————————— é
"Perseroan™), berkedudukan di Jakarta Pusat.----
2. Persecroan dapat membuka kantor cabang atau------ :
kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar-

wilayah Republik Indonesia sebagaimana------—-----

ditetapkan oleh Direksi.---——~cooommmmm—o__

—-—Persercan didirikan untuk jangka waktu yang tidak
terbatas sejak tanggal 2 (dua) Agustus 1996 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh enam) dan telah-—=~-—
mendapat pengesahan pada tanggal 28 (dua puluh-----
delapan) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus-—--———-—--—
sembilan puluh enam), satu dan lain dengan tidak---
mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam---—---
Undang~Undanglnomor 25 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)-.

tentang Penanaman Modal dan seluruh peraturan------

pelaksanaannya. ——=————-—mmmmm . .

1. Maksud dan tujuan Persercan ialah berusaha dalam

bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan-—-
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besar, jasa dan pembangunan perumahan (real---—-
estate) serta infrastruktur.-—-——————-—-———c__
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di----
atas Persercan dapat melaksanakan kegiatan usaha

sebagal berikut:----=c----—e——= R ———

a. merencanakan, membangun dan mengoperasikan—--—-
pembangkit tenaga listrik serta fasilitas--—-
fasilitas yang berkaitan;--—-—--————mww———_

’b. mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga--

listrik serta fasilitas-fasilitas yang-——----—-

berkaitan tersebut;-——————-————————mme

c. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan---
besar termasuk impor dan ekspor, —=—-————————=—
intérinsulair dan lokal dari segala macam—---
barang dagangan baik atas perhitungan sendiri
maupun aﬁas perhitungan pihak lain secara---—-
komisi serta menjadi grossier, supplier,-----
leveransir, dealer, distributor, dan-----—-—-———
keagenan/perwakilan dari perusahaan-----—-———-
perusahaan dalam dan luar negeri;--—---———~-——-
membelil dan memperoleh tanah;~———-————————~__
{d. mendirikan bangunan dan fasilitas-—-——-—~———~——
pendukungnya termasuk mendirikan/membangun—~~
infrasruktur telekomunikasi berikut fasilitas

pendukungnya; —————-—me—— o o ___

e. menjual atau menyewakan rumah, ruang--—-~———-—-—-
perkantoran, rumah toko (ruko) dan fasilitas-
pendukungnya; ——-—=——————— e

‘f. mengelola kawasan hunian dan perdagangan-----

beserta fasilitas pendukungnya;-—--—-——~—==—-wu-

~




g. mendirikan dan/atau menjalankan usaha--------
dalam bidang infrastruktur termasuk jasa-----
penunjang telekomunikasi di bidang--——-—---"--

pemilikan dan/atau penyediaan dan/atau-------

penyewaan menara telekomunikasi,-------—-—----

1. Modal dasar Perseroan sebesar -——-—-———-=-———-——-——-
Rp.600.000.000.000,00 {enam ratus miliar ----—-
Rupiah) terbagi atas 2.400.000.000 (dua miliar-
empat ratus juta) saham, masing-masing saham —--
bernilai nominal Rp.250,00 (dua ratus iima —----
puluh Rupigh). --———--—r——————————-—— oo
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan
disetor sebesar 32,1063% (tiga puluh dua koma -
seribu enam puluh tiga persen) atau sejumlah -- .
770.552.320 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima
ratus lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh)
saﬁam dengan nilai nominal seluruhnya sebesar-—-—
Rp.192.638.080.000,00 (seratus sembilan puluh -
dua miiiar enam ratus tiga puluh delapan juta -]
delapan puluh ribu Rupiah) oleh para pemegang - i
saham yang telah mengambil bagian saham dan ——*5
rincian serta nilai nominal saham yang --———--"
disebutkan pada akhir akta. ———-—-———==-——-—=-—="
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan —---——---7 |
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan ———-
modal Perserocan, pada waktu dan dengan harga -~

serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat -7

Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegand
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Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat ———-—--
dengan "RUPS3"), dengan mengindahkan ketentuan -
Anggaran Dasar, Undang-Undang nomor 40 Tahun --
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perserocan —------
Terbatas ("UUPT") dan peraturan perundang---—--
undangan vang berlaku di Republik Indonesia —--
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan Bursa Efek di Republik ——---—----
Indonesia, asal saja pengeluaran saham itu ----

tidak dengan harga dibawah harga pasar. —------—-

4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain
uang baik berupa benda berwujud maupun tidak --
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai ~----

berikut : ——mee—m e

a. benda yang akan dijadikan setoran modal —---
dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran —-
tersebut; -~
b. benda yang akan dijadikan sebagai setoran --
modal wajib dinilai oleh penilai yang -—-----
terdaftar di OJK [dahulu Badan Pengawas —---—
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam -
dan LK"}] dan tidak dijaminkan dengan cara -

apapun juga; ==———m———mm e

C. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum --
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) -
Anggaran Dasar ini. ——-—-——=o—-—ee—o [
’d. dalam hal benda yang akan dijadikan sebagai

setcoran modal dilakukan dalam bentuk saham -

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka
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harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai
pasar wajar; dan —--—-—-----—oso oo oo oo oee oo
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari -
‘laba ditahan, agio saham, laba bersih —-=----- '
Perseroan, dan/étau unsur modal sendiri, ---
maka laba ditahan, agio saham, laba bersih-
Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri —----
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan
Keuangan Tahunan terakhir yang telah ———-—--—-
diperiksa oleh Akuntan yang terdaffar di ---

OJK (dahulu Bapepam dan LK) dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian. —-=-————=-—————--—=
RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran
Umum, harus memutuskan : ——--—-————=——-——————=-~-——~

a. jumlah maksimal saham dalam simpanan yang -=-

b. pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris —--—---
untuk menyatakan jumliah saham yang ————-—---—--—

sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka-

Penawaran Umum tersebut. ———-—-——————————~-———~

Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui —--—--

pengeluaran saham dalam simpanan melalui ------ .

Penawaran Umum hérus memenuhi persyaratan dalam:
Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar ini. --—-——-—=-
Jika saham yang masih dalam simpanan hendak —---
dikeluarkan dengan cara penawaran umum ==—-=-—-—---
terbatas, maka seluruh pemegang saham yang —----
namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang —,
Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh atau -~

berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan

10
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peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --
Modal di Republik Indonesia mempunyai hak untuk
membeli terlebih daﬁulu saham yang akan ———-——-
dikeluarkan tersebut (untuk selanjutnya hak ---
tersebut disebut juga dengan "Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu"™ atau disingkat "HMETD") dan --
masing-masing pemegang saham tersebut akan ----
memperoleh HMETD menurut perbandingan jumlah --
saham vyang tercataﬁ atas namanva dalam Daftar -
Pemegang Saham yang dimaksud di atas dengan =---
penyetoran tunai dalam Jjangka waktu ——-—————-—-
sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan —-
keputusan RUPS yang menyetuijui pengeluaran-----
saham baru tersebut; --——-—=--————————.
HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan

dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan daiam
peraturan pasar modal terkait; —~———-—-—-——
Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum —-—
terbatas harus dengan persetujuan terlebih —----
dahulu dari RUPS pada waktu dan dengan cara ---
dan harga serta dengan persyaratan yang --————--
ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan keputusan
RUPS, satu dan lain dengan memperhatikan Etani
ketentuan Anggaran Dasar, peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Republik Indonesia ---
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
ﬁasar Modal di Republik Indonesia; —-~————————==
Apabila dalam waktu sebagaimana vyang ditentukan

oleh atau berdasarkan keputusan RUPS tersebut

di atas, para pemegang saham Perserocan atau —--
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pemegang HMETD tidak melaksanakan hak untuk ---
membeli saham yang telah ditawarkan kepada-----
mereka dengan membayar lunas dengan uang —-——-—--
tunai, maka Direksi mempunvai kebebasan untuk -
mengeluarkan saham tersebut kepada pemegang ---
saham atau pemegang HMETD yang hendak membeli -
saham dalam jumlah vang lebih besar dari porsi
HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan —----
ketentuan apabila jumlah saham yang hendak ----
dipesan melebihi jumlah porsi HMETD-nya —----~--
tersebut melebihi 3umlah sisa saham vang --——--
tersedia, maka jumlah sisa saham tersebut harus
dialokasikan diantara pemegang saham atau -----
pemegang HMETD yang hendak membeli saham lebih,
masing-masing seimbang dengan jumlah HMETD vyang
telah dilaksanakan, demikian dengan —————————-
mengindahkan peraturan perundang-undangan —--—--
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat
sisa saham, maka sisa saham tersebut akan ----—-
dikeluarkan oleh Direksi kepada pihak yang ----
telah menyatakan kesediaannya untuk membeli ---
sisa saham tersebut dengan harga vyang tidak -~—-—
lebih rendah dari dan sesuai dengan persyaratan
vang ditetapkan oleh RUPS yang menyetujui -----
pengeluaran saham tersebut, satu dan lain —-----
dengan mengindahkan ketentuan Anggaraﬁ Dasar ——
dan peraturan perundang-undangan di bidang —----
Pagsar Modal di Republik Indonesia; ——-————————--

Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3} di atas secara

12
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mutatis-mutandis juga.berlaku dalam hal -———-—-
Perseroan mengeluarkan cbligasi konversi —--—-—-—---—
dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang -~—--
sejenis tersebut, satu dan lain dengan ——---—--—-
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan -----

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar --

Modal di Republik Indonesia. ~==———--——————=——-
7. Atas pelaksanaan pengeluaran saham yang masih -
dalam simpanan kepada pemegang obligasi —--————-
konversi, waran dan/atau efek lainnya yang ----
sejenis dengan itu, Direksi Perseroan berwenang
untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberi
hak kepada para pemegang saham yvang ada pada —--
saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham —-
vang dimaksud, satu dan lain dengan -—-——-——=———
mengindahkan ketentuan yang termuat dalam ———--—
Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal di Republik Indonesia; --
Direksi juga berwenang mengeluarkan saham yang

masih dalam simpanan, obligasi konversi, waran

dan/atau efek konversi lainnya, tanpa memberi -
HMETD kepada pemegang saham yang ada, termasuk

melalui penawaran terbatas {private placement)

atau penawaran umum, dengan ketentuan bahwa —--
.pengeluaran saham, obligasi konversi, waran —-—-—
dan/atau efek konversi lainnya tersebut harus -
memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari —--
RUPS serta dengan mengindahkan peraturan -=--—--

perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ---

Republik Indonesia. =~=~—————— o —————




110.

11.

Ketentuan yang termuat dalam ayat (3), (4}, (5)
dan {6) pasal ini secara mutatis-mutandis juga
berlaku di dalam hal modal dasar ditingkatkan--

dan diikuti dengan penempatan saham lebih -----

Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel --
untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan -
saham atau Efek yang mengandung hak untuk ---—--
memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan RUPS Perserocan terdahulu yvang telah
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ---—-———--
Penambahan modal disetor menjadi efektif --—---
setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang -
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan
saham vang mempunyai klasifikasi yang sama yéng
diterbitkan oleh Perserocan, dengan tidak ------
mengurangi kewajiban Persercan untuk mengurus -
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak —----
Asasi Manusia Republik Indonesia. —-------————- :
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari ---
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, -
dapat dilakukan sepanjang: -—-—————-————-—-—-——————--
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ---- |

menambah modal dasar; ——-==--————--——-—-———————=~ !
b. telah mempercleh persetujuan Menteri Hukum -
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; —~
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor —-——,

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua -~

puluh lima persen) dari modal dasar wajib =~

14
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dilakukan dalam jangka waktu paling lambat -
6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri ~
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ————-—-

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam avat --

{11) huzruf b pasal ini; -
d. dalam hal penambahan modal ditempatkan dan ~
disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
{(11) huruf c pasal ini tidak terpenuhi —-----
sepenuhnya, maka Persercan harus mengubah —-
kemball Anggaran Dasarnya, sehingga modal --
dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan -
Pasal 33 ayat (1) dan avat {2} UUPT, dalam -
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka —--

waktu dalam ayat (11) huruf (c¢) pasal ini --

tidak terpenuhi; ———-———-——rom——m
e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (11) huruf (a) pasal ini termasuk juga
persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar —-

sebagaimana dimaksud dalam ayat (11} huruf -

{d) pasal ini. T e
12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka —--------
penambahan modal dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetordn modal yang mengakibatkan
besarnya modal disetor menjadi paling kurang --
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar --
dan mempunyai hak-hak vang sama dengan saham --
lairnnya vang diterbitkan oleh Persercan, dengan
tidak mengurangi kewaiiban Perserocan untuk ----

mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar -

dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ------

15




13.

Repukik Indconesia atas pelaksanaan penambahan -
modal disetor tersebut. ————————————————____
Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa —————--
memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat —-
dilakukan dalam hal pengeluaran saham : --——-—~—-
a. ditujukan kepada karyawan.Perseroan; ———————
b. ditujukan kepada pemegang obligasi ataun -~--
Efek lain yang dapat dikonversi menjadi ----
saham, vang telah dikeluarkan dengan —-———--—-
persetujuan RUPS; ————mmem e
c. dilakukan dalam rangka reorganisasi —-----—-
dan/atau restrukturisasi yang telah —-—--—--—

disetujui oleh RUPS; dan/atau ————--~————————

‘d. dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang

Pasar Modal yang berlaku yang memperboleh --

kan penambahan modal tanpa HMETD. -———=—-———-

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perserocan —--
adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas —--—
nama pemiliknya yang terdaftar dalam buku —----
Daftar Pemegang Saham. -—————————oo—
Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan —----
nilai nominal atau tanpa nilai nominal. ———————
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib ---
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- --
undangan di bidang Pasar Modal. ———————— e
Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ----
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. —-—

Apabila saham karena sebab apapun menjadi -----

16
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milik beberapa orang, maka mereka yang ———-—-~——-
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk ----
menunjuk secara tertulis seorang diantara —-~--—-—
merecka atau menunjuk orang lain sebagai kuasa -
mereka bersama dan yvang ditunjuk atau diberi --
kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan —--
hak yang diberikan oleh hukum atas saham --=---
tersebut, - - >>+on——---—r o ———
Selama ketentuan tersebut di atas belum ————---
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut ----
tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, ---
sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu —--
ditangguhkan. ————mesemm——
Dalam hal saham Perserocan tidak masuk dalam —---
Penitipan Kolektif pada Zembaga Penyimpanan --—-
dan Penyelesaian, maka Persercan wajib —-——-———--
memberikan bukti pemilikan saham berupa surat -
saham atau surat kolektif saham kepada —-—-———--=
pemegang sahamnya. ~=-—————————— e
Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap surat saham diberi sehelai surat saham.

Perseroan mempunyai sedikitnya 2 {(dua) —---—---—-
pemegang saham. -
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai

bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih sabam yvang -
dimiliki oleh seorang pemegang saham. —-—————~—--
Pada surat saham harus dicantumkan sekurang- --
kurangnya @ ———=——
a. nama dan alamat pemegang saham; -——-——w———w-

b. nomor surat saham; ——————m=—




11.

i2.

13.

C.

d.

nilai nominal saham; -————————-

tanggal pengeluaran surat saham;

Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya -~-

harus dicantumkan
a.
b.
c.
d.
e.
Surat saham dan/atau surat kolektif saham

harus dicetak sesual dengan peraturan

nama dan alamat pemegang saham; —-—————————-—

nomor surat kolektif saham; —-—-————————"——>-~--

nomor surat saham dan jumiah saham; --—-—----

nilai nominal saham; -———=———--

tanggal pengeluaran surat kolektif saham; --

perundang-undangan di bidang Pasar Modal di ---

Republik Indonesia dan ditandatangani oleh ----

Presiden Direktur bersama-sama seorang anggota

Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan

Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak _

langsung pada surat saham atau surat kolektif -

saham vang bersangkutan.

Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau pada Bank Kustodian,

Persercan wajib menerbitkan sertipikat atau ---

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan

dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang

ditandatangani oleh Presiden Direktur atau ----

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh --—-

Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh —--—--

Rapat Dewan Komisaris atau tanda tangan

tersebut dicetak langsung pada konfirmasi ----- ;

18
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tertulis. ———-—mmmmmmmm
’14. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh -----
Perserocan untuk saham vang termasuk dalam --———-
Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya harus ---

mencantumkan : ———mmmm e ————

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang ——-----

melaksanakan Penitipan Kolektif vyang —-—-—----

bersangkutan; ---—-——-—--———————————-——
b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; ---
¢. Jjumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi
tertulis; ———--——mmmmme e
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup ---

dalam konfirmasi tertulis; ———-==————————————

e. ketentuan bahwa setiap saham dalam —-—-—-—-—-——-
Penitipan Keolektif dengan klasifikasi yang -
sama, adalah sepadan dan dapat —————————————

dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

‘f. persyaratan vang ditetapkan oleh direksi ---

untuk pengubahan konfirmasi tertulis. -—-----
‘15. Setiap pemegang saham menurut hukum harus —-----
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua -
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS --
serta peraturan perundang-undangan. ——-—-—--—————=
’16. Untuk saham Perserocan yang tercatat dalam ---—-
Bursa Efek di Republik Indonesia berlaky —--—-—-—
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar —-
Modal dan UUPT di Republik Indonesia. --———-—--

17. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat

dijaminkan dengan mengikuti ketentuan ---——----—-

is



peraturan perundang-undangan mengenai --------—-

pemberian jaminan saham, peraturan perundang- -

undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -——--—- !

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat -

saham tersebut dapat dilakukan jika : —————=~---

a.

.

pihak yang mengajukan permohonan penggantian

saham adalah pemilik surat saham tersebut; --

|2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang ---

rusak setelah memberikan penggantian surat —----

l3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat

a.

saham tersebut dapat dilakukan jika : —-————————-

pihak jang mengajukan permohonan penggantian
saham adalah pemilik surat saham tersebut; --
Persercan telah mendapatkan dokumen —------—-—-
pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia
atas hilangnya surat saham tersebut; —=-————-
pihak yang mengajukan permohonan penggantian
saham memberikan jaminan yaﬁg dipandang -----
cukup oleh Direksi Persercan; dan-------————-
rencana pengeluaran pengganti surat saham---
yvang hiiang telah diumumkan di Bursa Efek -—-
dimana saham Perserocan dicatatkan dalam----- .
waktu paling.kurang 14 (empat bhelas} hari---

sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -~
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4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat ———~—-—-—
(1}, (2) dan (3} pasal ini, berlaku pula bagi --
surat kolektif saham; ~-—---"""-""cc——__
-Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, ----
surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, —---

tidak berlaku lagi terhadap Perserocan. ———-———--—-

'5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran
surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang -

saham yang berkepentingan. ————==-————mmmm e

}6. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang --—-
hilang yang terdaftar pada Bursa Efek di ————-—-
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan ---
Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat ~----
saham Perseroan dicatatkan serta wajib —~~——————-
diumumkan di Bursa Efek dimana saham Perserocan -
tersebut dicatatkan sesuail dengan peraturan ——-—-

Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat —-—--

saham Perseroan dicatatkan. —-———-— P
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ---
sampai dengan ayat (6) pasal ini mutatis— ————--—
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat------—-

kolektif saham pengganti.-—=-————mm—mme

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ———-~
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat dalam ---——-
buku Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga --—-

Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan -

pemegang rekening Efek pada Lembaga ————————-=—-
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Penyimpanan dan Penyelesaian. ——-=~——————c———_ ~——
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ———————
Kustodian atau Perusahaan Efek vyang dicatat —---
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan ——-
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ————————
Kustodian atau Perusahaan Efek yang ———=——————-_
bersangkutan untuk kepentingan pemegang ~--—----—-
rekening Efek pada Bank XKustodian atau ———--——-—--
Perusahaan Efek tersebut. ————————me——— . ___
Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada ~---
Bank Kustodian merupakan bagian dari ——————————_
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak —--
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ——--
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, maka Perseroan akaﬁ mencatatkan --
saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham
atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan-----
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana —————==-
berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Eiindeieietb b
Persercan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud -----
dalam ayat (1) pasal ini atau Bank Kustodian ——-
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) pasal -
ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam ------
Daftar Pemegang Saham. —~—————cc——__ ———
Perseroan wajib memutasikan saham dalam —————w—--
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank*.

Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak ———
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Tnvestasi Kolektif dalam Buku Daftar Pemegang --
Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk ----
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
Bank Kustodian dimaksud. ——————;meoueo
-Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga ----~
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -—-—————--

Kustodian secara tertulis kepada Perserocan atau

Birc Administrasi Efek yang ditunjuk Perserocan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank ———--
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ———-—--————=~
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening

sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening —-

efek. —————m= et
‘7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dari jenis dan =—————————-

klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat -

dipertukarkan antara satu dengan yang lain., --—-
'8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke ———-
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham —--
tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang —-
saham yang meminta pencatatan dimaksud dapat ---
memberikan bukti dan/atau jaminan vang cukup ---
bahwa'yang bersangkutan adalah benar-benar —----
pemilik yang sah dari sahém dan surat saham ----
tersebut benar-benar hilang atau musnah. ——————-
9. Persercan wajib menolak pencatatan saham ke -———-
dalam Penitipan Kolektif apabila szham tersebut
dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan --

penetapan Pengadilan atau disita untuk ——=——————-

pemeriksaan perkara pidana. ——-—————————————————
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10.

11.

12.

13.

Pemegang rekening Efek yang sahamnya tercatat --
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau -
mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan ----
jumlah saham vang dimilikinya dalam rekening ---
tersebut. -----——————-—---"—
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib ———---
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek ——---
beserta jumlah saham Persercan yang dimiliki ---
oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank -
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ———~—-
selanjutnya diserahkan kepada Perserocan dalam --
waktu paling labat 1 (satu) hari kerja -----=----
sebelum tanggal pemanggilan RUPS. —=~---————————-
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan
suara dalam RUPS atas saham Perserocan yang —-—-—--
termasuk dalam Penitipan Kclektif dalam Bank ——-
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio
Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak ——————=—————-—-
Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam ——---
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank----—--
Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama -----
Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan ---—-

selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal

Persercan wajib menyerahkan dividen, saham ~----—
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ——---—
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan -------
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14.

15.

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak -
lain kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek-
yang tercatat sebagal pemegang rekening pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk ---—--
selanjutnya diserahkan kepada pemegang rekening
Efek pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek —-—-
tersebut. ———-rr—r——————
Perserocan wajib menyerahkan dividen, saham-----
bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan ----—-—
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas ——---
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank —===--—-
Kustodian yang merupakan bagian dari - ———-—--———-
portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk ————--
Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk —-
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ~—————-—---
Penyimpanan dan Penyelesaian. ——————=——— o _
Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek -—-
yéng berhak untuk memperoieh dividen, saham —--—--
bonus, atau hak~hak lainnya sehubungan dengan --
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif —=————-
ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan —----
RUPS5, dengan ketentuan Bank Kustodian dan -—-----
Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar ———---
pemegang rekening Efek beserta jumlah saham --——-—
Persercan yang dimiliki oleh masing-masing -----
pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat ----
pada tanggal yang menjadi dasar penetuan ——————-—

pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ———-
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dividen, saham bonus atau hak-khak yang —————--—-
selanijutnya akan menyerahkan daftar tersebut ---
vang telah dikonsolidasikan‘kepada Direksi ——~—-
Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja —-—--—- '
setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan---~
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh ———-~

dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya ~—---

tersebut. —--oomo e

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari —-——-

Suatu saham, pemilik semula yang telah ————--——-
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus —-—--
tetap dianggap sebagai pemilik saham tersebut --
sampal nama dari pemilik saham yang baru telah -
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ~——-—-—-———~-— ;
Perserocan dengan memperhatikan peraturan —-———--
perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan --
Bursa Efek di Indonesia di mana saham ~--——————-
Persercan dicatat. B el T
‘2. Pemindahan hak atas szham harus berdasarkan -—--
akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh -—-

yang memindahkan dan yvang menerima pemindahan —-

atau wakil mereka yang sah atau.

(3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan -
dalam ayat {2) harus berbentuk sebagaimana ——-—--
ditentukan dan/atau vang dapat diterima oleh —--
Direksi dan salinannva atau aslinya disampaikan L
kepada Persercan, dengan ketentuian bahwa ———---- |

doukumen pemindahan hak atas saham yang ————----
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3 1A HERAWAY

tercatat ‘pada Bursa Efek di Indonesia harus —--—-
memenuhi peraturan perundang-undanagn di Bidang
Pasar modal di Idonesia termasuk peraturan yang
berlaku pada Bursa Efek di Indonesia di —————--—-
manas aham Persercoan dicatat. -~--———------~-——-
Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -
penawaran, para Pemegang Saham lainnya tidak ——-
menanggapi dan tidak berminat untuk membeli ----
saham yang ditawarkan tersebut, maka saham --——-
tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga --
vang disetujui éleh RUPS., ———~~—mmmmmrm e
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam --
Penitipan Kolektif dilakukan dengan ——-———-—-———-
pemindahbukuan dari rekening Efek yang satu ke -
rekening Efek yang lain pada Lembaga ———=-——-———-
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian --—-
dan Perusahaan Efek. ~——=———emmmmmeee
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan —-
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar —--
telah dipenuhi. -—--————~o—om—___ —————————
Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik ---
dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat -
saham dan surat kolektif saham yang ~——--——-—————
bersangkutan; ——~~-o—————————-
-Catatan itu harus ditandatangani oleh secrang -
anggota Direksi atau kuasa mereka yang sah atau
oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh
Direksi. —=———=-m—mmmmem e R
Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan --

dengan memberikan alasan untuk itu, dapat ——--—--—
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10.

menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas -
saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila-——¥——-
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak ———--—--
dipenuhi atau apabila salah satu dari -——————-—-
persyaratan dalam pemindahan saham tidak —————--
terpenuhi. - -~
Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan —-——-—--—--
pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib --
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak ~-
vang akan memindahkan haknya selambatnya 30 —---
(Liga puluh) hari setelah tanggal permochonan ---
untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, ——-
tercatat di Bursa Efek di Indonesia dengan ——---
memperhatikan peraturan pefundang—undangan di -~ -
bidang Pasar Mcdal di Tndonesia.--——————————-———
Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 ----- ;
(satu} hari kerja Bursa Efek di Indonesia ———----
sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk RUPS, --
untuk menetapkan nama para pemegang saham yang -
berhak hadir dalam rapat yang dimaksud. ————-——-
Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu —-—--
saham karena kematian seorang pemegang saham —--
atau karena suatu alasan lain yang ————-—~——————-
mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih ——--
karena hukum, dengan mengajukan permchonan —----
secara tertulis dan melampirkan bukti haknya ---
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, ——----
akan didaftarkan sebagail pemegang dari saham ——~
tersebut; —-=-------

~Pendaftaran hanya dilakukan apabila Direksi —--
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11.

dapat menerima dengan baik bukti peralihan hak -
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran -
Dasar serta peraturan perundang-undangan di —-—-—-

bidang Pasar Modal di Indonesia. —=--=-—-—--————-

Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan ---———-
dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk ---
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran ——---—-—

dari pemindehan hak atas saham harus berlaku ---

pula secara mutatis mutandis terhadap setiap ---

peralihan hak menurut ayat (10} dari pasal ini.

i. RUPS Tahunan;——————————————"*—————————f——

ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran----—----
‘Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.-—-

!b. RUFS Tahunan wajib diselenggarakan dalam----—-
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan----

setelah tahun buku berakhir.-—————————— -

c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada------

setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk---——-—

kepentingan Perseroan.-—-—===-—————— e
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti---
keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar-----—-
Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain, - -—--
dimana RUPS adalah organ Perserocan yang------—-—-—-
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada-—-
Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur-—
dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas-—-—

dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.----—-—
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Dalam RUPS Tahunan (——————————————=m=——————=——————

a. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan---
sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Pasal &7---
dan Pasal 68 UUPT dan peraturan perundang-—---
undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia--

untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan-

c. Direksi wajib mengajukan kepada RUPS, ——————---
penunjukan kantor akuntan publik yang-----=---
terdaftar di OJK (dahulu Bapepam dan LK) ;----
’d. Jika perlu, dilakukan pengangkatan para------
anggota Direksi dan para anggota Dewan—-------
Komisaris Perseroan;-—-—-—-—--—-————=—————————————==-
‘e. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain demi-—-

kepentingan Perserocan sesual dengan ketentuan

Anggaran Dasar.-——--=—————————-—————————om o
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan------
laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti------
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas----
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris--—-
atas pengawasan yang telah dijalankan selama--——
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut--
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan—-----

kevangan Persergan. ——-——————————————————————-—=--""

waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan-—-

dan memutuskan mata acara rapat, dengan—---—-----
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memperhatikan peraturan perundang-undangan dan-—-
Anggaran Dasar.—; _______________________________
6. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan-
dalam RUPS dibuat Bérita Acara Rapat oleh---————-
NOLaris; ——rmm= e
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti------
yvang sah terhadap semua pemegang saham dan------

pihak ketiga tentang keputusan dan segala-------

sesuatu yang terjadi dalam rapat.--————-~-—-————-

1.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham ~—-——-~---
yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per —-—-—--
sepuluh) atau lebih dari jumliah seluruh saham -

dengan hak suara, dapat meminta agar —-—————~——-

diselenggarakan RUPS. m=—-—m-—m———m—meeo
»2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---

dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi

dengan surat tercatat disertai alasannya. —-----
|3. Pérmintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana ---
dimaksud pada ayat (1} harug: ———————m—o———u___
a. dilakukan dengan itikad baik; —————me———__
b. mempertimbangkan kepentingan Persercan; —---
c. merupakan permintaan yang membutuhkan —--—--—--
keputusan RUPS; ——————mommmo e ___
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait ---

hal vang harus diputuskan dalam RUPS; dan --

e. tidak bertentangan dengan peraturan —--——-——-—-—

perundang-undangan dan Anggaran Dasar —--—--—-—-—

Perseroan. —————m—— e




Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepads
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal --

permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimang ---

dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direksi, -
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman —-
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4}, -————2
pemegang saham dapat mengajukan kembali ——e——-—
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan --
Komisaris. ———-ommmmm
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman —---
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu -
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung ~-
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima

Dewan Komisaris. — ——--emommm

1. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisarig-—----
tidak melakukan pengumuman RUPS dalam----—-—-
Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam—-—-
ayat (4) dan ayat (6) di atas, Direksi atau

Dewan Komisaris wajib mengumumkan: ————~—-—-

a. terdapat permintaan ?enyelenggaraan RUPS
darl pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) pasal ini; dap---—-———————v
,b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-—-

‘2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butizr-

(1) ayat ini dilakukan dalam Jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas} hari sejak-—=

-diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS

dari pemegang saham sebagaimana dimaksud---
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dalam ayat (4) dan ayat (6) di atas.-----——-
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir-
(1) ayat ini paling kurang melaiui:-----——-
a. 1 {(satu} surat kabar harian berbahasa---

|Indonesia yang berperedaran nasional;-——-
b. situs web Bursa Efek; dan-———=-—-—--——-—————-
c. situs web Perserocan, dalam bahasa--——---=--
Indenesia dan bahasa asing, dengan------

ketentuan bahasa asing vyang digunakan---

paling kurang bahasa Inggris.--—-----——-—-
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing---
sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf--
(cy ayat ini wajib memuat informasi yang---
sama dengan informasi dalam pengumuman vang
menggunakan bahaéa Indonesia, —————==m——————
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran—----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumuﬁkan dalam bahasa--———-—~-~ '
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir--
(£4) ayat ini, informasi yang digunakan-----
sebagal acuan adalah informasi dalam-------
bahasa Indonesia.-———---—————co
Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada-
butir (3) huruf (a) di atas beserta salinan
surat permintaan penyelenggaraan RUPS----—--
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal--
ini wajib disampaikan kepada OJK pqlihg————
lambat 2 {dua) hari kerja setelah----------
PENGUIMNALL . ——————————

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-——
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pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam

ayat (e), pemegang saham sebagaimana---~--

dimaksud dalam avyat (1) dapat mengajukan--

permintaan diselenggarakannya RUPS kepada -

ketua pengadilan negeri yang daerah--—~-—_.

hukumnya meliputi tempat kedudukan-—-——-——_.

Perseroan untuk menetapkan pemberian izin-.

diselenggarakannya RUPS. —————e—o_o_____.

Pemegang saham vyang telah memperoieh-——--—.

penetapan pengadilan untuk menyelenggarakar

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1)---

ayat ini wajib:---o-ommmo

a.

melakukan pengumuman, pemanggilan akan--
diselenggarakan RUPS, pengumuman-—--————-
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang--

diselenggarakan sesuai dengan Peraturan-

melakukan pemberitahuan akan---—-—————————
diselenggarakan RUPS dan menyémpaikan——~
bukti pengumuman, bukti pemanggilan, ——~-
risalah RUPS dan bukti pengumuman—-----—-
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang---
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan
Peraturan OJK.——=-———c_______________
melampirkan dokumen yang memuat nama--—-—-
pemegaﬁg saham serta jumlah kepemilikan-
sahamnya pada Persercan yang telah------
memperoleh penetapan pengadilan untuk---
menyelenggarakan RUPS dan penetapan—--—---

pengadilan dalam pemberitahuan——————————
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sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
OJK terkait akan diselenggarakan RUPS---

tersebut.--——————————_————

9. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam —--~-
ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan --
sahamnya dalam jangka waktu paling kurang 6 ---
(enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan —--——---
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau

Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ———=~————-

pengadilan. ———— -

——————— TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS —----—-

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara --
Republik Indonesia. ———===--———reeoo o
Z. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu —---

penyelenggaraan RUPS. —————-—mm—ommmme

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana ——------
dimaksud pada ayat {(2) wajib dilakukan di: ----
a. tempat kedudukan Perseroan; ————————mee—————
b. tempat Persercan melakukan kegiatan usaha --

utamanya; ————-——-— -

c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan --

atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana

saham Perserocan dicatatkan. ———————— = ——

1. Perserocan walib terlebih dahulu menyampaikan---=

pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling
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lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman -~
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal--——-_
pengumuman RUPS. ——m———m——mm o
Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada-~-——_

ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan~---—

Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat---
sebagaimana dimaksud pada ayat {(2), Perserocan---
wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud

kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan--

Ketentuan ayat (1), (2}, dan ayat (3) mutatig--—-
mutandis berlaku untuk pemberitahuan--—-—-———————__
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yvang---

telah memperoleh penetapan pengadilan untuk---——-

dalam Pasal 10 ayat (8) butir (2)  m—m e

1. Persercan wajib melakukan pengumuman RUPS ——-----—-

kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat -
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan --
tanggal pemanggilan. —————we——— e ___________
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada -----
ayat (1) paling kurang memuat: ————-m— - ——oem
a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir -

dalam RUPS; —=---eeee -

b. ketentuan pemegang saham yang berhak -------

mengusuikan mata acara rapat; - —-————-——————-"
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c. tanggal penyelenggaraan RﬁPS; dan -~ ————————-
d. tanggal pemanggilan RUPS. =-————————m——m——v
Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6) --
selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), -
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat-
{1} wajib memuat informasi bahwa Persercan ----
menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan
dari pemegang saham. =-=———=—=-——————
Pengumuman RUPS kepada pemegang saham ————————-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling -----
kurang melalui: —-—=——————mm e
a. 1l (satu) surat kabar harian berbahasa ———--—-

Indonesia yang berperedaran nasional; —-———--
b. situs web Bursa Efek; dan e
c. situs web Persercan, dalam bahasa S —
Indonesia dan bahasa asing, dengan ----————-

ketentuan bahasa asing yang digunakan ——----

paling kurang bahasa Inggris. ——-—-————-—mur
Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing -
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (c) —--
waiib memuat informasi yang sama dengan -------
informasi dalam pengumuman RUPS yang S
menggunakan bahasa Indonesia. ——=~—-———mmm—o
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ————---
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing ---
dengan yang diumumkan dengan bahasa Indonesia -
sebagaimana dimaksud pada avat (5}, informasi -

vang digunakan sebagal acuan adalah informasi -
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10.

dalam bahasa Indonesia. ~——=——o—oomoe____
Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud —-—-.
pada ayat (4) huruf a dan huruf e wajib ————ec_
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 {dua) -~

hari kerja setelah pengumuman RUPS. ———————0nu_._

Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman --
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga --
disertai dengan salinan surat permintaan —-----

penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (2)., =——— oo __
Ketentuan avat (1),(2), (33, (4), (5), (&), (7
dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk —--
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang -~
saham yang telah memperoleh penetapan —-——————--—
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ——w———oeo

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) --

butir (2).-=-comom o L __
1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara
rapat secara tertulis kepada Direksi paling

lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan —--

l2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata -
acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir
(1) adalah 1 (satu) pemegang saham atau ----
lebih yang mewakili 1/20 {satu per dua --—--- ’
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham

dengan hak suara.-—--—~—-—coo—oo______________ .

3. Usulan mata acara rapat sebagaimana —--------—

dimaksud pada butir (1) harus: ————m———m—we-
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a. dilakukan dengan itikad baik;=-=-————-——-
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;-
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata

acara rapat; dan-———————————mmeme

J4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada butir (1) —————=-—-
merupakan mata acara yang membutuhkan ------
keputusan RUPS. ~—————————ommmmmme
5. Perserocan wajib mencantumkan usulan mata —---
acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada butir (1) sampai dengan butir

(4) dalam mata acara rapat yang dimuat ———--

dalam pemanggilan; =--——-—=——————m—
6. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalém -
butir (1) wajib tidak mengalihkan---—-~-———-
kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu--——-
paling kurang 6 (enam) bulan sejak RUPS, -—-—

jika usulan mata acara rapat dimasukkan-—---

dalam mata acara RUPS Persercan. ———-—m—=—————-

Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada --
pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh ----
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak --—-—-—-—-

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada —----

ayat (1) paling kurang memuat informasi: —---—---
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a. tanggal penyelenggaraan RUPS; ———---=———-———_

b. waktu penyelenggaraan RUPS; —————————————~_

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir

dalam RUPS; ————-———————mmmm e
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas--
setiap mata acara tersebut; dan---—————--—-—-
f. informasi yang menyatakan bahan terkait----
mata acara rapat tersedia bagi pemegang----
saham sejak tanggal dilakukannya----~-——-——-

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS---——~--

diselenggarakan., —————————=———— e
Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham —-——-- ~—-
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling -----
kurang melalui: ———~~—————m o __
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa------

Indonesia yang berperedaran nasional; - ————-
b. situs web Bursa Efek; dan-—-—-——————=mcmmmemv '
C. situs web Persercan, dalam bahasa—---—————=
Indonesia dan bahasa asing, dengan--—--~———--
ketentuan bahasa asing vang digunakan------

paling kurang bahasa Inggris.-=w-———=-cco——-

Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa -—-—--
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
(c) wajib memuat informasi yang sama dengan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang -—~~——-——-
menggunakan bahasa Indonesia, ——=————————_____~
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -------
informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing -

dengan informasi pada pemanggilan dalam bahasa
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Indonesia sebagaimana dimaksud pada avat (4),
informasi yang digunakan sebagal acuan adalah -

informasi dalam bahasa Indonesia. ——————————=~—-

Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada ayat (3} huruf (a) dan huruf (c) wajib ---

disampaikan kepada OJK paling lambat 2 {(dua) --

hari kerja setelah pemanggilan RUPS. ————-————-
Ketentuan ayat (1), (2}, (3), (4), (%) dan ayat
(6) mutatis mutandis berlaku untuk---—-—-——-=———
pemahggilan penyelenggaraan RUPS oleh----———---
pemegang saham vang telah memperoleh----————-—-
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan-—--—-—-
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat—--
(8) butir (2).-————=————
1. Perseroan wajib menyediakan bahan mata -----

}aCara rapat bagl pemegang saham. -=--—-—-————--
}2. Bahan mata acara rapat sebagaimana ---—-——==--
dimaksud pada butir (1) wajib tersedia —-----
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS-

sampail dengan penyelenggaraan RUPS. —=———————

)3. Dalam hal ketentuan peraturan perundang- ---
undangan lain mengatur kewajiban -~-—-—=——————-
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih --
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud ---
pada butir (2}, penyediaan bahan mata acara

rapat dimaksud mengikuti ketentuan —-—-——-—-~--
peraturan perundang-undangan lain tersebut.

4. Bahan mata acara rapat yang tersedia —-—-—-~---
sebagaimana dimaksud pada butir (2) dapat --

berupa salinan dokumen fisik dan/atauy -—--—---—
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salinan dokumen elektronik., ——=—c—me_____

,5. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud -

pada butir (4} diberikan secara cuma-cuma --

di kantor Perseroan jika diminta secara----

,tertulis oleh pemegang saham. —————ec—____
l6. Salinan dokumen elektronik sebagaimana ——---
dimaksud pada butir (4) dapat diakses atauy -
diunduh melalui situs web Perseroan. —-—-—--
)7. Dalam hal mata acara rapat mengenai ——-—--—-
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ~——----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat —---
hidup atau profil singkat calon anggcta —-—--
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris ~--

yang akan diangkat wajib tersedia: —~-———m-—o

a. di situs web Perseroan paling kurang ---—-
sejak saat pemanggilan sampai dengan ———-
penyelenggaraan RUPS; atauw ~————cme__

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana

dimaksud pada huruf (a) namun paling ——--

lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, --

sepanjang diatur dalam peraturan —————~—~

perundang-undangan. —=-—-——-—— e _____
1. Perseroan wajib melakukan ralat —————— o ___
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan ---
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ------

telah dilakukansebagaimana dimaksud dalam--

ayat (2). —-—mmmm——

sebagaimana dimaksud pada butir {1} memuat -

informasi atas perubahan tanggal ——~——w——————-

42



i
=
TR

10.

penyelenggaréan RUPS dan/atau penambahan ---
mata écara RUPS, Persercan waiib melakukan -
pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara —--—--
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat --
(1;, {2y, (3), (4), (5) dan ayat (6). —————-

Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan --

ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -

(2) tidak berlaku apabila ralat pemanggilan
RUPS mengenail perubahan atas tanggal —-------
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan —--
mata acara ROPS dilakukan bukan karena ---——-
kesalahan Perserocan. —-—————————————==w=— ———-
Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan ----
kesalahan Persercan sebagaimana dimaksud ---
pada butir (3} disampaikan kepada OJK pada -
hari yang sama saat dilakukan ralat ——————---
pemanggilan. T T T T e e
Ketentuan media dan penyampaian bukti ----——-
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayvat (3) dan avyat (&) mutatis mutandis ——----
berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS -
dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1). ————=—-
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ----
ketentuan: ————;rmemm e
a.Pemanggilan'RUPS kedua dilakukan dalam---
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) ----
hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; —-

b. Pemanggilan RUPS kedua harus ——-—--—-—-—--——-

menyebutkan RUPS pertama telah ---———-————-
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dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -
Kehadiran; ————=-—==——-mom—
Cc. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka ---
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --

setelah RUPS pertama dilangsungkan. ———-—-
|2. Ketentuan media pemanggilan dan ralét ——————
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) sampai dengan ayat (6) dan ayat ---

(9) mutatis mutandis berlaku untuk ————————-

pemanggilan RUPS kedua. ~———————eco____
11. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ------
ketentuan: —-~——————
1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permchonan-—---

Perseroan ditetapkan oleh OJK., ——— e

2. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan--~.

RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak-—-

mencapail kuorum kehadiran. ——-—————m— o

1. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili —----
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
—Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani —--
dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh ——=———-
Direksi Perserocan, dengan tidak mengurangi—----
ketentuan peraturan perundang—undangaﬁ yvang -——-—-
berlaku tentang bukti perdata dan harus ———-----
diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga)----

hari kerja sebeiunm tanggal RUPS yang--—-———————-

bersangkutan., ——-=——-— . __________________-




e i AT b AW B AL et
RS

Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS ---—-
adalah pemegang saham yang namanva tercatat ——--
dalam daftar pemegang saham Persercan 1 (satu) -
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. ——————————=
Dalam hal terjadi ralat pemanggilan —--————-—————
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (9) —-—-
butir (1), pemegang saham yang berhak hadir —----
dalam RUPS adalah pemegang yang namanya —-—-—-—---
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan -

1 {satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan --

Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham ----—-
berhak menperoleh inforﬁasi mata acara rapat ——-
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang ---
tidak bertentangan dengan kepentingan ———-—-—-~—-
Persercan. e
Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat --—-
mengundang pihak lain yang terkait dengan —-~---
mata acara RUPS. ————==— -
Mereka yang hadir dalam RUPS harus membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS sesuai ————-—
dengan persyaratan yang'ditentukan oleh -~ —————-
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu -—---———-
pemanggilan RUPS, dengan ketentuan untuk saham
yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, —-----
harus mengindahkan peraturan perundang- ~------
undangan di bidang Pasar Mcdal di Indonesia. —--
Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa ———-—

untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan —---

kepadanya pada waktu RUPS diadakan. ~—————————=
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10.

11.

Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada —-
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan --
karyawan éerseroan boleh bertindak selaku ——-——-
kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka ———--
keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak -~~——-~-
dihitung dalam pemungutan suara. —----—-——————wv
Pemungutan suara mengenai diri orang dapat ----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak —---
ditandatangani atau dapat dilakukan secara ——--
terbuka atau lisan dan mengenai hal-hal lain —-
secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS-———=-——
menentukan lain yaitu meminta pemungutan suara -
secara tertulis, tanpa ada keberatan dari 1 ---
(satu) atau lebih pemegang saham yang hadir -
dalam RUPS yang bersama—sama mewakili-—-————-—————
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang sah. ------
Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang —--
saham selama pembicaraan atau pemungutan suara
dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai =-==----
berikut ¢ —--oo
a. hal tersebut berhubungan langsung dengan ---

salah satu acara RUPS yang bersangkutan; ---

b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau ——-
lebih pemegang saham yang secara bersama- -~
sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh —--——--~ .

persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan

dengan hak suara yang sah; ——————meccw——m—m"
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1. RU?S dipimpin oleh énggota Dewan Komisaris yang-
ditunjuk oleh Dewan Komisaris.------—--———----———-
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak--—-
hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin cleh
salah seorang anggcta Direksi yang ditunijuk oleh
Direksi.-———----—--mmmmmm e
3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau---—-
anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan----
hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan----
ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham vyang
hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh----

peserta RUPS.-————>->orr e

4. 1. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang---—=--—-
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin-
RUPS mempunyali benturan kepentingan dengan---
mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, —-
RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris---
lainnya yang tidak mempunvyai benturan--------
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan-----————-
Komisarigs.-——————-—————— o
‘2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris—--—-—-——-
mempunyal benturan kepentingan, RUPS —————————
dipimpin oleh salah satu anggota Direksi----—-
vang ditunjuk oleh Direksi.--—~=-—————mom -
l3. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang----
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS----

mempunyal benturan kepentingan atas mata--———

acara vang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS--—
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dipimpin oleh anggota Direksi vang tidak---~-_
mempunyai benturan kepentingan.—=———————o____
4. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh----~

salah seorang pemegang saham bukan--—--————~__

12. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana----—-——-
dimaksud pada ayat (1) harus dibacakan sebelum--
RUPS dimulai.-——--omeeom
,3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib-—-
memberikan penjelasan kepada pemegang saham—Q———
paling kurang mengenai: -—-=-—~——o_o____________
a. kondisi umum Perseroan Secara singkat;-—--——-—
b. mata acara rapat; —~—————e
C. mekanisme pengambilan keputusan terkait--~————

mata acara rapat; dan——-——~—— o __ . ________

d. tata cara pPenggunaan hak pemegang saham————-—

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-——-——————

pendapat.-—--~---ee_________

1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah ---
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untuk mufakat.-———-—-—-—————— - e

. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah ------

untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak tercapai, keputusan diambil melalui-------

pemungutan suara. ——-—- T oo oo oo oo oo oo o

Pengambilan keputusan melalul pemungutan suara--

sebagaimana dimaksud pada ayat (Z2) wajib--—-—w-—- ‘

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kucrum-

kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.-—-—-———-———

Kucrum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS:———-—-

a.

RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek---
Bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan—-------—-
apabila dihadiri oleh pemegang saham yvang----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh szham dengan hak suara---
vang sah yang_telah dikeluarkan oleh---————~~
Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam—--—-
Anggaran Dasar.--——-w=————mmm o
Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada---
huruf {(a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat---
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan-
berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri
oleh pemegang saham yang mewakili paling-----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari -----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang--—-
sah yang telahdikeluarkan oleh Persercan,--——-—
kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada-----
huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika---—-—-

disetujuil oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-
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bagian dari seluruh saham dengan hak suara--—-

vang hadir dalam RUPS.—-~———co—e . _____
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud pada huruf (b)) tidak----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakaﬁ dengan--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak-———————-
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-—-—————
pemegang saham dari saham dehgan suara yang--
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum——————-——
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas—-————
permohonan Perseroan.-———w-—————m—— e __.___
. Penetapan OJK mengenai kuorum kehadiran dan—-—
kuorum keputusan RUPS ketiga, serta———-———-—-——
pemanggilan dan waktu penyelenggaran RUPS —-—-—

ketiga bersifat final dan mempunyal kekuatan-

hukum yang tetap.----—~——co—e___________
RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar Perserocan-—-
yang memeriukan persetujuan Menteri Hukum Dan—--—
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali---
perubahan Anggaran Dasar dalam rangka-—-—-—=-—-—-—
memperpanjang jangka waktu berdirinya Perserocan-
dilakukan dengan ketentuan sebagal berikut:-----
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri--
cleh pemegang saham vang mewakili paling-----
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari Jumlah-
seluruh Saham dengan hak suara vyang sah dan--
keputusan adalah sah jika disetujui oleh-----
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari---—-

seluruh saham dengan hak suara vyang hadir----

dalam RUPS.-m--omome




dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana----~—-—
dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS---
kedua adalah sah dan berhak mengambil——;-~——f
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh------
pemegang saham yang mewakili paling sedikit--
3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah-----—-—
seluruh saham dengan hak suara yang.sah dan--
keputusan RUPS kedua adalah sah jika~—-——---—-
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)-
bagian dari seluruh saham dengan hak suara---
vang hadir dalam RUPS.--——-—-—————we
dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud dalam huruf {(b) tidak---
tercapai, RGPS ketiga dapat diadakan dengan--
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak--—-—————-
mengambil keputusan jika dihadiri oleh-~————--—
pemegang saham dari saham dengan hak suara---
yvang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas—---—--

permohonan Persercan.-—-—--——————m————_____._

RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan vang--

merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen)----

jumlah kekayaan bersih Perserocan dalam 1 {satuj -

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu--

sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang

kekayaan Persercan yang merupakan lebih dari 50%

{(lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih----——-

Persercan dalam 1 {satu) transaksi atau lebih, —-

baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
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penggabungan, peleburan, pengambilalihan, ——---—-
pemisahan, pengajuan permchonan agar Perseroan--
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu----
berdirinya Perserocan dan pembubaran, dilakukan--
dengan ketentuan sebagai berikut:-—-————————me__
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri--
oleh pemegang saham yang mewakili paling-=---—-
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari-~-----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang---
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui--
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian—-
dari seluruh saham dengan hak suara yang-----
hadir dalam RUPS.-==———mommm
b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana———-——¥
dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, RUPS
kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS-——
kedua adalah sah dan berhak mengampil---—----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh—w————
pemegang saham yang mewakili paling kurang—r;
2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah————;——— g
seluruh saham dengan hak suara vang sah dan-- =
keputusan RUPS kedua adalah sah Jika-m———m——-
disetujul oleh lebih dari 3/4 (tiga per~--——-—--
empat) bagian dari Selurﬁh saham dengan Hak——
suara yang hadir dalam RUPS.-—-——o—oe_____
c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua---
sebagaimana dimaksud dalam huruf (b} tidak--—-
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan—-

ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak---——---—-

mengambil keputusan jika dihadiri oleh-——————
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pemegang saham dari saham dengan hak suara---
vang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum ---

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas—-——---

permohonan Persercan.---—-—---——--—-——-—-——-——-—-———~
RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai--
benturan kepentingan sebagaimana dimaksud-------
dalam Pasal 21 ayat (8) butir (2) Anggaran------
Dasar, dilakukan dengan ketentuan sebagai-------
berikut: - —-—7m--orm
a. pemegang saham yang mempunyai benturan ————---
kepentingan dianggap telah memberikan -=-----—-
keputusan yang sama dengan keputusan vang ----
disetujui oleh pemegang saham independen —----
vaitu pemegang saham yang tidak mempunyai ----
benturan kepentingan atas transaksi tersebut -
{untuk.selanjutnya disingkat “Pemegang Saham - .
Independeﬁ”); —————————————————————————— —————-
b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -
vang mewakili lebih dari 1/2 {satu per dua)} --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang
| Saham Independen, dan keputusan tersebut ———-—--
adalah sah apabila diambil berdasarkan suara -
setuju dari Pemegang Saham Independen yang —--
memiliki lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara —-—-
vang sah yang dimiliki oleh seluruh Pemegang-
Saham Independen; —————==————m—m -

¢. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ——

huruf (b) di atas tidak tercapai, maka dalam -
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S.

RUPS kedua keputusan sah apabila RUPS ————~———
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang -
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ~—-—
yang sah vang dimiliki Pemegang Saham ~——--——_
Independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2 -
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang--

dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir

dalam RUPS; —-w-e—-ome
d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ~--
sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas —-
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan ---
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan befhak ~=
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ———mae—_
Pemegang Saham Independen dengan hak suara ——-

yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ———————_

ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. ——--—
e. keputusan RUPS ketiga adalah sah Jika ~———-—--~
disetujui oleh Pemegang Saham Independen -----
yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh -~---

persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang ----

Saham Independen vang hadir. —————________
Pemegang saham dari saham dengan hak suara vang-
sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak--
memberikan suara) dianggap mengeluarkan suarg-~—-
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham-
yang mengeluarkan suara. ——-—-——e———eee o _________
1. Dalam pemungutan suara, suara yang-—-——————~—-

dikeluarkan oleh pemegang saham berlaky—-—-~———




pemeganyg saham tidak berhak memberikan-------
kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk——
sebagian dari jumlah saham yang diﬁilikinya——
dengan suara yang berbeda.,-——-me-mmmmm o ——

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (1)

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ~—————-
sebagai Kustodian yang mewakili nasabah- --
nasabahnya pemilik saham Persercan. ————-=---

b. Manajer Investasi yang mewakili —————————=~

kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. —-

1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan —----—-—-—-

ringkasan risalah RUPS.-——---—-——-mmmo
Risaléh RUPS wajib dibﬁat dan ditandatangaﬁi——4—
oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)-
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh
peserta RUPS.——~———————————~¥ ———————————————————
Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut-
dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS vang-

dibuat oleh notaris.-—-—=——————— e

’4. 1. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam---——-

ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling-
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS——-——-
diselenggarakan.-——-———————-—————oe——.________
|2. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS-—---—

sebagaimana dimaksud pada butir (1) jatuh----

pada hari libur, risalsh RUPS tersebut wajib-
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disampaikan paling lambat pada hari kerja-~---

berikutnya.———=—=—=-comeomm
Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud--

dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling-

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, --—-.

b. anggota Direksi dan anggota Dewan —--——-————

Komisaris yang hadir pada saat RUPS; —--——-
C. Jumlah saham dengan hak suara yang sah —---
vang hadir pada saat RUPS dan ———--———o——_
persentasenya dari jumlah seluruh saham --

yang mempunyail hak suara vang sah; —-~—-—-—-

fd. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada -
pemegang saham untuk mengajukan ——————————

pertanyaan dan/atau memberikan pendapat ~-

terkait mata acara rapat; —-——--—-—————w___
€. jumlah pemegang saham yang mengajukan ----
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat --

terkait mata acara rapat, jika pemegang --

saham diberi kesempatan; —-——-———————e_____
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ——--
g. hasil pemungutan suara yang meliputi --—--—
jumlah suara setuju, tidak setuju dan ----
abstain (tidak memberikan suara) untuk ~--
setiap mata acara rapat, Jika ————m—

pengambilan keputusan dilakukan dengan —--

pemungutan suara; --—--—————————____________

h. keputusan RUPS; dan —-—————<——— o
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i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -~---
kepada pemegang saham yang berhak, Jjika --

terdapat keputusan RUPS terkait dengan --—-

pembagian dividen tunai. ——-—————m—m e
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud--
pada butir (1) wajib diumumkan kepada-----~-—-
masyarakat paling kurang melalui:———--—————=——
a. 1l (satu) surat kabar harian berbahasa —-——-—

Ianonesia berperedaran nasional; ————=~———-
b. situs web Bursa Efek; dan —-————=————————_
c. situs web Perseroan, dalam bahasa ~————-——-
Indonesia dan bahasa asing, dengan —-—-—----

ketentuan bahasa asing yang digunakan —----

paling kurang bahasa Inggris. —mmm——
Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan------
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir-
(2} huruf (c¢) wajib memuat informasi vang--——-—
sama dengan informasi dalam ringkasan risalah
RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia.----—-
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran-—----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam--
bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-
risalah RUPS dalam bahasa Indonesig—-w-—-——————
sebagaimana dimaksud pada butir {3y, —————~——-
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
bahasa Indonesia.—-—-—-=--—~oeeoe o ______
Pengumuman ringkasan risalah RUPS—————m———o—
sebagaimana dimaksud pada butir (2} wajib----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat (2)

(dua) hari kerja setelah RUPS——-————co——mee
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(diselenggarakan. ——————— T e
’6. Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS-—-——-—
éebagaimana dimaksud pada butir (2) huruf (a)

wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2-

(dua) hari kerja setelah diumumkan. -——-——————-
Ketentuan dalam ayat (4) dan ayat (5} butir (2),
butir (5) dan butir (6) mutatis mutandigs--———-———-
berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang
saham vang telah memperoleh penetapan —~——-=——-—--
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS ~——————weo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) ---

butir (2) . -

Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait-——-———-
dengan pembagian dividen tunai, Persercan---—-—-—-—-
walib melaksanakan pembavaran dividen tunai--—-——
kepada pemegang saham yang berhak paiing ————————
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya
ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian

dividen tunai.-——-—————me———— o ___

1.

Perserovan diurus dan dipimpin oleh Direksi -——-——-

vang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang ---

anggota Direksi, dengan susunan sebagai --—--—--
berikut: ———-———m——
a. seorang Presiden Direktur; —~—————— e __

b. seorang Wakil Presiden Direktur atau seorang

Direktur atau lebih; —~~———m———w o ________

C. seorang Direktur Independen atau lebih. —————

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk -----
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jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ---
RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan -----
penutupan RUPS tahunan vang kelima setelah ----
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak---
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka
sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ——--
Orang perseorangan yang menduduki jabatan —-----
sebagail anggota Direksi setelah masa jabatannya
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan -
keputusan RUPS. —=————————mmmm o
RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi
jabatan anggota Direksi yang diberhentikan --—--—
berdasarkan ayat (2) pasal ini atau bilamana --
ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ~--
ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar -
Ind. — e .
Seorang vang diangkat untuk menggantikan ----—-~-
anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan
ayat (2) pasal ini atau untuk mengisi lowongan
atau seorang yang diangkat sebagai tambahan ---
anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk
jangka waktu yvang merupakan sisa masa jabatan -
anggota Direksi lain yang masih berlaku. ~--—-—--
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota -~----—-
Direksi lowong, RUPS harus diadakan selambat- -
lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan —----
puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk ---
mengisi loweongan itu dengan memperhatikan —----

ketentuan peraturan perundang-undangan dan ----
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Anggaran Dasar. ————-=e--—oseoo——————m—

6.

Dalam hal oleh suatu sebab apapun semua ——-

jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam —----

jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak -—-

terjadinya lowongan tersebut harus -----——--——

diselenggarakan RUPS, untuk mengangkat Direksi-

bharu dan untuk sementara Persercan diurus oleh

Dewan KomisSaris. ——————————————————— e

1.

Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah --
orang persecrangan yang memenuhi —-—---—-—————-
persyaratan pada saat diangkat dan selama —-
menjabat: ——----me
a. mempunyai akhlak, moral dan integritas —-

vang baik; ———--meemm o
b. cakap melakukan perbuatan hukum; ——-———---
c. dalam 5 {lima) tahun sebelum —-—————————-

pengangkatan dan selama menjabat: —-———---

1. tidak pernah dinyatakan pailit; ———-——-

2. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris ———--—
vang dinyatakan bersalah menyebabkan -
suatu perusahaan dinyatakan pailit; --
’3. tidak pernah dihukum karena melakukan
tindak pidana vang merugikan keuangan

negara dan/atau yang berkaitan dengan

’4. tidak pernah menjadi anggota Direksi -
dan/atau anggota Dewan Komisaris ~——-—-

yang selama menjabat: —————-———~——————

a) pernah tidak menvelenggarakan —----

&0

sektor keuangan; dan ———-————————————— ‘;




RUPS TahUNan; —————————— e
b) pertanggungjawabannya sebagai —-——--
‘anggota Direksi dan/atau anggota —-
Dewan Komisaris pernah tidak------
diterima oleh RUPS atau pernah ----
tidak memberikan ———-————————————=u-
pertanggungjawaban sebagai ——~=-—---
anggota Direksi dan/atau anggota —-—
Dewan Komisaris kepada RUPS; dan -—-
c) pernah menyebabkan perusahaan —————
yang memperoleh izin, ——————-——--—-
persetujuan, atau pendaftaran-----
dari OJK tidak memenuhi kewajiban -
menyampaikan laporan tahunan------
dan/atau_laporan keuangan kepada --

OTK. === oo e

d. memiliki komitmen untuk mematuhi ——————--—
peraturan perundang-undangan; dan —----—-——-—

| 8- memiliki pengetahuan dan/atau keahlian —-

di bidang yang dibutuhkan Perserocan; =---
2. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud -
pada butir (1) wajib dimuat dalam surat ----
pernyataan dan disampaikan kepada ---~———-—-
Perserocan. — ===~
'B.ISurat pernyataan sebagaimana dimaksud pada -

butir (2) wajib diteliti dan ————————-——————

didokumentasikan oleh Persercan. ——-—————=w——
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
melakukan penggantian anggota Direksi yang ----

tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
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10.

11.

)dalam ayat (7) pasal ini. ~—--memmmmmme

1. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan ———-—

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 -----—

{satu) emiten atau Perusahaan Publik-——-—

’b. anggota Dewan Komisaris paling banyak----

pada 3 {tiga) emiten atau Perusahaan--—--—-

Publik lain; dan/atau----——-—=————c—m——__

c. anggota komite paling banyak pada 5-—--——-
(lima) komite di emiten atau Perusahaan -
Publik, dimana vang bersangkutan juga----

menjabat sebagai anggota Direksi atau--——-—

anggota Dewan Komisaris. ———————c—eo—____

)2. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ——-

butir (1) hanya dapat dilakukan sepanjang -—-
tidak bertentangan dengan peraturan ———-—-—————

perundang-undangan lainnya. ———-~—————m———e—__

/3. Dalam hal terdapat peraturan perundang- ——---

undangan lainnya yang mengatur ketentuan ----
mengenai rangkap jabatan vang berbeda dengan

ketentuan dalam Peraturan CJK, maka berlaku -

ketentuan yang mengatur lebih ketat. ———-———-
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau —--
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -
memperhatikan rekomendasi dari Dewan —————————-.
Komisaris atau komite vyang menjalankan fungsi ;
NOMinasi. —==-——-eoo oo ______________
Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. - |

1. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri ----
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dari jabatannya dengan membéritahukan ——————
secara tertulis kepada Perseroan paling ——--
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya.-——--——-———————————————-—
Persercan wajib menyelenggarakan RUPS---——--
untuk memutuskan permchonan pengunduran—----
diri anggota Direksi yang bersaﬁgkutan -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1} paling-
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah----
diterimanya permohonan pengunduran diri---—-
dimaksud. ~-~------mm
Dalam hal Persercan tidak menyelenggarakan-
RUPS dalam jangka waktu tersebut, maka-----
dengan lampaunya kurun waktu tersebut------
pengunduran diri anggota Direksi yang-—--——-
bersangkutan menjadi sah dan anggota-—~———-—-
Direksi vyang bersangkutan bérhenti dari---—-
jabatannya tanpa memerlukan persetujuan----
RUPS, dengan ketentuan apabila pengunduran-
diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota-
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, -
maka pengunduran diri tersebut sah apabila—
telah ditetapkan oleh RUPS dan teiah-——-—----
diangkat anggota Direksi yang baru sehingga
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Direksi.-——————— o __
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan-
diri tersebut tetap dapat dimintakan-—-----—--

pertanggungjawaban sebagal anggota Direksi-

sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga
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tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota

Direksi.—————m——

12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ——-—-—————o

.

{13. 1.

a.

informasi kepada masyarakat dan menyampaikan --
kepada OJK paling lambat 2 {(dua) hari kerja —--—-

setelah: ———---ome o

diterimanya permohonan pengunduran diri —---
Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat ----
(11) butir {1); dan —~——m————— o ___
hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana —----
dimaksud dalam ayat (11) butir (2). ——c——ee-
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk --
sementara waktu oleh Dewan Komisaris dengan
menyebutkan alasannya. ——~———————wo________
Pemberhentian sementara sebagaimana ———--=~---
dimaksud pada butir (1) wajib diberitahukan
secara tertulis kepada anggota Direksi yang
bersangkutan. ——-w-—omm o ____________

Dalam hal terdapat anggota Direksi yang ----
diberhentikan untuk sementara sebagaimana —-
dimaksud pada butir (1), Dewan Komisaris ~-—-
harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut -
atau menguatkan keputusan pemberhentian —---
sementara tersebut., ——~—=———m___________
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ---
harus diselenggarakan dalam jangka waktu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari ~----
setelah tanggal pemberhentian'sementara.'——;
Dengan lampaunya jangka waktu =———————____

rFenvelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
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pada butir (4) atau RUPS tidak dapat =-------
mengambil kepﬁtusan, pemberhentian ~-————-—-——-
sementara sebagaimana dimaksud pada butir --
(1) menjadi batal.-———=~——— e
‘6. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada butir -
(3) anggota Direksi yang bersangkutan —-—----
diberi kesempatan untuk membela diri. —---——-
'7. Anggota Direksi vyang diberhentikan untuk ---
sementara sebagaimana dimaksud pada butir --

(1) tidak berwenang: ----- S

a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk --
kepentingan Perseroan sesuai dengan -----
maksud dan tujuan Perserocan; dan ———-————-

‘b. mewakili Perserocan di dalam maupun —~----

di luar pengadilan., ——————=~———— o _
)8.'Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud -
pada butir (7) berlaku sejak keputusan —--~-—-
pemberhentian sementara oleh Dewan ——-——————
Komisaris sampai dengan: ———-———=——————————o_

a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan -

atau membatalkan pemberhentian sementara

sebagaimaﬁa dimaksud pada butir (3); ----

/b. tampaunya jangka waktu sebagaimana ——-—---

’ dimaksud pada butir (4). —————~—_

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK -
mengenai: ——--——————————

a. keputusan pemberhentian sementara; dan ——---

b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana —----
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dimaksud dalam ayat (13) butir (3) atau ——--
informasi mengenai batalnya pemberhentian —-
sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak
terselenggaranya RUPS sampai dengan —-——-—----

lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud

dalam ayat (13) butir (5); —————mmmmmmmemmee
paling lambat 2 {(dua) hari kerja setelah ~-——--—-
terjadinya peristiwa tersebut. ————c————w———__
15. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam —-———ee——

hal @ ——mmmmo e

a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ----
pengampuan berdasarkan suatu keputusan —--——
pengadilan; atau ——-——--—————m—________

b. tidak memenuhi persyaratan peraturan -————-—-—-—

perundang-undangan yang berlaku; atay —--—-—-
c. meninggal dunia; atau ——-—=—-————o———_________

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; -—-

e. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat —----
((11) butir (1); atau ———=———coo

f. masa jabatan telah berakhir. ——e——— e ___

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung --
jawak atas‘pengurusan Perseroan untuk ——-——————

kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan

tujuan Perseroan. -—---——--——mmmeo
2, Dalam menjalankan tugas'dan tanggung jawab atas

pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

66




Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan ---
dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam —-----

peraturan perundang-undangan dan Anggaran ----—-

Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan -----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dengan itikad baik, penﬁh ———————
tanggung jawab, dan kehati-hatian. —————————=—-
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) Direksi dépat membentuk komite. -
Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud
pada ayat {(4), Direksi wajib melakukan evaluasi

terhadap kinerja komite setiap akhir tahun ----

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab -
secara tanggung renteng atas kerugian —--=----
Perserocan yang disebabkan oleh kesalahan ---
atau kelalaian anggota Direksi dalam-----—-—-
menjalankan tugasnya. ———-—————————— o __
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung --
jawabkan atas kerugian Persercan ——-——————-—-=
sebagaimana dimaksud pada butif {1} apabils
dapat membuktikan: U -
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan

atau kelalaiannya; ————~—————m e _

b. telah melakukan pengurusan dengan =-——-—-
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan --

kehati-hatian untuk kepentingan dan ——-~--

sesual dengan maksud dan tujuan —~--———-—--
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Perseroan; —=-—-—-—-—-—-—-e—mo——me . ______ -
tidak mempunyai benturan kepentingan —---
baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengurusan yvang mengakibatkén -
kerugian; dan ——————=——m———e_________
telah mengambil tindakan untuk mencegah -
timbul atau berlanjutnya kerugian ——=-———--

tersebut. o ____

’7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan —-----

8. 1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam

(4) dan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang

tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. -

dan di luar pengadilan tentang segala hal -

Persercan dengan pihak lain dan pihak lain

dengan Perseroan, serta menjalankan segala

a.

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3),

!

dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan —-----

dan dalam segala kejadian, mengikat ——————~—

tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---——-

pembatasan bahwa untuk: —————————___ S

meminjam atau meminjamkan vang atas —-—--
nama Perserocan (tidak termasuk mengambil

uang Persercan di Bank); ——————m——— o __

. mendirikan suatu usaha atau turut serta--

pada perusahaan lain baik di dalam ———-——
maupun di luar negeri; ———=————c——_____
membeli barang yang tidak bergerak di ~--

luar kegiatan usaha sehari-hari dengan --

nilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 ~——-

68



(lima miliar Rupiah); —-—-w----—ommome
fd. menyewa dan/atau menyewakan harta —————---
Perseroan di luar kegiatan usaha sehari-
hari dengan nilai lebih dari —-————-——~———-

Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah); --

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan
hak~hak atas harta tetap dan------————-
perusahaan-perusahaan atau memberati ----
harta kekayaan Persercan, vyang nilai nya
kurang dari atau sampal dengan 50% (lima
puluh persen) .dari asset Persercan; —--—---
f. mengikat Perseroan sebagai peniamin yang
nilainya kurang dari atau sampai dengan -

50% (lima puluh persen) dari asset ———ww-

Perseroan; ——~———————=—-————mo———
g. membeli perusahaan; ————————————-———— v
-harus dengan persetujﬁan tertulis dari --—-
Dewan Komisaris. ~—-—————-—---mco
Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa ---
transaksi yang memuat benturan —~———————————
kepentingan ekonomis pribadi anggota ~-—-—----
Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang —----
saham, dengan kepentingan ekonomis ———=-—-———
Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan —-
RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal -
18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan —--—-
sesuai dengan peraturan perundang-undangan -
di bidang Pasar Modal. ——=———————o———

2 (dua) orang anggota Direksi secara —------

bersama-sama berhak dan berwenang bertindak
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untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -

Persercan. ————=-——mrrommmm

a. mengalihkan kekayaan Perserocan; atau----
b. menjadikan Jjaminan utang kekayaan -------

;Perseroan; ——————————————————————————————
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh --
persen) Jjumlah kekavaan bersih Perserocan —---
dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 -——-
(satu) transaksi atavu lebih, baik yang ----—-
berkaitan satu sama lain maupun tidak, satu
dan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 102 -
Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas dan PQOJK -
Nomor 32/POJK.04/2014 tersebut. —-———=—-————-—
Direksi wajib meminta persetujuan RURPS —-—-—-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ---
(6) Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai —---—
dengan peraturan perundarng-undangan di -----
bidang Pasar Modal, untuk mengajukan —~—-—-~-
kepailitan Perserocan. —————meommmmm—— o _
Anggota Direksi tidak berwenang mewakili —--
Perseroan apabila: ————-——~——-—mme
a. terdapat perkara di pengadilan antara----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -—---
bersangkutan; dan---—-—--————-—-«——— o __
b. anggota Direksi yang bersangkutan-—--—--—--——- '

mempunyai kepentingan yang berbenturan---

dengan kepentingan Perserocan. —~————————w—
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7. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana —=--—-
dimaksud pada avat {6), vang berhak ————-=~——
mewakili Persercan adalah: ——————— e __

a. anggeta Direksi lainnya vang tidak--—-—-——-

mempunyai benturan kepentingan dengan--—~-
PeTSErOAN; — = e
‘b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh-—-—-~=-—
anggota Direksi mempunyai benturan-------

kepentingan dengan Perseroan; —————-———~———

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam-
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan---

Komisaris mempunyai benturan kepentingan -

dengan Perseroan. ——————m—————————— e __
#8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal -
RUPS tidak menetapkan, maka tugas dan —--—----

wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -

berdasarkan keputusan Direksi. ——————————o—

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara -
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam —----
setiap bulan. ~—----momom
Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila -~---
dihadiri mayoritas dari seluruh anggota ——-—--—-—-
Direksi. ————--- e
’2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi ———————-

bersama Dewan Komisaris secara berkala paling -

kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. —---

‘3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat -—~--—-—-—-——-
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7.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan —--—-—--
Perseroan. —w-—-——we-———e
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh--———~-
anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan
atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 21 --
ayat (8) butir (3) Anggaran Dasar ini. ——=-———=--

Pemanggilan Rapat Direksi disampaikan dengan —-

surat tercatat, telegram, telefax, faksimili, -

surat elektronik atau secara lisan atau dengan
surat yang disampaikan langsung kepada setiap -
anggota Direksi dengan mendapat tanda terima --
paling lambat 7 {tujuh) hari sebejum Rapat - ——=--
Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.
1. Direksi harus menjadwalkan rapat —-—————e——o_
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2)

di atas untuk tahun berikutnya sebelum ————-

sebagaimana dimaksud pada butir (1), bahan -
rapat disampaikan kepada peserta paling ----

lambat 5 (lima) hari sebelum rapat ————————-

Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan -- 4
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diselenggarakan. —~——-wo—w__________________ :E
3. Dalam hal terdapat rapat yang ~—-————————____ é
diselenggarakan di luar jadwal yang telah 4
disusun, maka bahan rapat disampaikan —-—---—-- ;
kepada peserta rapat paling lambat sebelum -

rapat diselenggarakan. ————--——m-—e________ ;




]

'10.

}12.

s

hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. —--
Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----
Perseroan ataﬁ tempat kegiatan usaha utama —----
PErSeroan. —————m =
Apabila seﬁua anggota Direksi hadir atau ------
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut

tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat ---—-—
diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil --
keputusan yang sah dan mengikat. e
Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,

dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir -
atau berhaliangan vang tidak perlu dibuktikan —-
kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi —-=--—---—
dipimpin oleh seorang seorang anggota Direksi -
vang dipilih oleh dan dari antara anggota —----—-—
Direksi yang hadir. —————————memm
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam —-
Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ~—----
lainnya berdasarkan surat kuasa. ———=———————u——
Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) di-----~-—-
atas dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.-
Dalam hal tidak tercapail keputusan berdasarkan
musyawarah mufakat, maka pengambilan keputusan
dilakukan dengan suara terbanyak.---——-——————————
Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang, Ketua Rapat Direksi yang akan ———~--
menentukan. ——=——-————————— e L __
a. Setiap anggota Direksi_yang hadir berhak ---

‘mengeluarkan 1 (satu} suara dan tambahan 1 -

73



14.

(satu) suara untuk setiap anggota Direksi —-

lain yang diwakilinya berdasarkan surat —---

Pemungutan suara mengenai diri orang dapat ~

\ dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa

!

tanda tangan atau secara lisan, sedangkan -
pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----
dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan
dari yang hadir; ——-——=———o
Suara blanko dan suara yang tidék sah —-—-—-=--
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan —-
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----
dalam menentukan jumlah suara yang ——-—-————-
dikeluarkan. ——-—--wo—eo—e_
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1} di atas waijib dituangkan dalam risalah -
rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota -
Direksi yang hadir dan disampaikan kepada --
seluruh anggota Direksi. ———————mmee____ ;
Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ————— 5
ayat (2) di atas wajib dituangkan dalam ————-|
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh -
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
yang hadir dan disampaikan kepada seluruh --
anggota Direksi dan anggota Dewan ——-————-—— -
Komisaris., ————w——mmmmom o __
Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak —————————

menandatangani hasil rapat sebagaimana pada
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s,

butir (1) dan butir (2) di atas, vang ————--—
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ---
secara tertulis dalam surat tersendiri yang

dilekatkan pada risalah rapat. ——-—-————--—--~~

‘4. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----

butir (1) dan butir (2) wajib —————-———————n

didokumentasikan oleh Persercan.--------—-—---
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -—-—-—-----
ketentuan semua anggota Direksi.telah ——-—-———-
diberitahu secara tertulis dan semua anggota —-
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul --
vang diajukan secara tertulis dengan —-—————~~—-
menandatangani persetujuan tersebut; —-—-——~————-
~Keputusan yang diambil dengan cara demikian —--
mempunyai kekuatan yahg'sama dengan keputusan -

vang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --

Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 --———-
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, dengan --
komposisi sebagal berikut: —————————m———___
a. seorang Presiden Komisaris; -~ ———————-+=o——=

b. seorang Wakil Presiden Komisaris atag-----—--

seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; -
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua)
orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) —-~-~---—-
diantaranya adalah Komisaris Independen. —-———--
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih -—-

dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, —---
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5.

jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang
30% {tiga puluh. persen) dari jumlah seluruh --~
anggota Dewan Komisaris. ~—-—e—e—e____________
Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUOPS, ---
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ~--
sejak RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan
penutupan RUPS tahunan yang kelima seteiagh ----
tanggal pengangkatan mereka dan dengan tidak --
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ———---
mereka sewaktu-waktu dengan memperhatikan —-—--
ketentuan peraturan perundang-undangan yang —--
berlaku. —=-eoomome
1. Ketentuan mengenai persyaratah dan —---————-
pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota
Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20

ayat (7) mutatis mutandis berlalku bagi -----

anggota Dewan Komisaris., —————eooo_________ 1
2. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana --—----
dimaksud pada butir {1), Komisaris ~————ac__ :
Independenwaiib memenuhi persyaratan ——~—--—-—- :

sebagal berikut: ———eeoo :

a. bukan merupakan orang vang bekerja atau -
mempunyai wewenang dan tanggung jawab ~---
untuk merencanakan, memimpin, ——m————____

mengendalikan, atan mengawasi kegiatan --

Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan ~—f—;
terakhir, kecuali untuk pengangkatan —~~—;

kembali sebagai Komisaris Independen ---~ §

Perseroan pada periode berikutnya; —————— ¥

b. tidak mempunyai saham bailk langsung -~--- ;
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maupun tidak langsung pada Perserocan; —--—-
c. tidak mempunyal hubungan afiliasi dengan
Perseroan, anggota Dewan Komisaris, ————-
anggota Direksi atau pemegang saham —----
utama Perseroan tersebut; dan ——-—-—-—-----
}d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik ----
langsung maupun tidak langsung yang —-~-—-—
berkaitan dengan kegiatan usaha_ —————————

Persecroan tersebut. ———— -7

-‘3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir

(1} dan butir (2) wajib dipenuhi anggota —---
Dewan Komisaris selama menjabat. ———-—--—————~--
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---
melékukan penggantian anggota Dewan Komisaris -
vang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ---

Ketentuan mengenai rengangkatan, pemberhentian,
dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud ~

dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) mutatis --

mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

i8. 1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ----

Jjabatan sebagai: ~———m—-mmmmmmm
a. anggota Direksi paling banyak pada 2---——-
{dua) emiten atau Perusahaan Publik-----
lain; dan------- et
’kL anggota Dewan Komisaris paling banyak---—-

pada 2 (dua) emiten atau Perusahaan-----

publik lain.———--m-mmmm e

’2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak —---
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merangkap jabatan sebagail anggota Direksi, -
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan —--
dapat merangkap jabatan sebagai anggota —---
Dewan Komisaris paling banvak pada 4 ————-~-
(empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap ~---
sebagail anggota komite paling banyak padé -
5> (lima) komite di emiten atau Perusahaan —-—
Publik, dimana yang bersangkutan juga ———---
menjabat sebagai anggota Direksi atau ——--—--
anggota Dewan Komisaris., —~————————me—
Rangkap jabatan sebagai anggota komite ——-—-
sebagaimana dimaksud pada butir (3) hanya --
dapat dilakukan sepanjang tidak ~———-————c—_
bertentangan dengan peraturan perundang- ---
undangan lainnya. ———-——w———————w— L ____
Dalam hal terdapat peraturan perundang— ----
undangan lainnya yang mengatur ketentuan —--
mengenai rangkap jabatan yang berbeda ——---—-
dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, —-———--

berlaku ketentuan yang mengatur lebih ~————-

Komisaris Independen yang telah menjabat ——-
selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat --
diangkat kembali pada periode selanjutnya ~-
sepanjang Komisaris Independen tersebut —---
menyatakan dirinya tetap independen ————-——-
kepada RUPS. ——m——-ommmmmm e
Fernyataan independensi Komisaris ———-——-——-

Independen sebagaimana dimaksud pada butir -
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kembali pada Komite Audit untuk 1
periode masa jabatan Komite Audit

berikutnya.

3. Dalam hal Komisaris Independen menjabat —-—-
pada Komite Audit, Komisaris Independen ----
vang bersangkutan hanya dapat diangkat —----

(satu} ---

10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau —--

Komisaris.

penggantian anggota Direksi kepada RUPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20- ayat (10) -

mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan ~--

lll. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota —---

ayat

(11)

berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.

dan ayat (12) mutatis mutandis

Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 —--

f12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dalam

hal:

f. masa jabatannya telah berakhir.

TUGAS,

pengadilan; atau T .

d. meninggal dunia; atau

TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG
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a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ——--—

pengampuan berdasarkan suatu keputusan —-----—

b. mengundurkan diri sesuai dengan ayat 11; ---

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan —-

perundang-undangan yang berlaku; atau —-—-—-—--

e. diberhehtikan karena keputusan RUPS; atau --



Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan - |
~dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, balk mengenal Perserocan maupun usaha -
Perserocan dan memberil nasihat kepada Direksi. - |
Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris waiib -
menfelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya
sesuai déngan kewenangannya sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan ----
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud -
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh --—-—--—-
tanggung jawab, dan kehati-hatian. -————=——————-
Délam,rangka mendukung efektivitas pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana -----—--
dimaksud pada ayat (1) Dewan_KomisariS wajib --
membentuk Komite Audit dan dapat membentuk -—--—-
komite lainnya. ——=——-——~—
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ---—-—-
terhadap kinerja komite yang membantu —-----—-——-—-
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya —~——-——-
sebagaimana dimaksud pada ayat {4) setiap akhir
tahun buku. ——-——womm—— .
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja --
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan -
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau

vang dikuasal oleh Perseroan dan berhak —-—-————-
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memeriksa semua penmbukuan, catatan, surat dan -
dokumen serta aiat bukti lainnva, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain ———-
serta berhak untuk mengetahui segala tindakan -
vang telah dijalankan oleh Direksi. -—-—-—-———-—-
Direksi dan setiap anggota Direksi wajib unfuk
memberikan penjelasan tentang segala hal vyang -
ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -—————-——————--
Rapat Dewan Komisa:is dengan suara tefbanyak -
setiap waktu berhak memberhentikan untuk ----—-
sementara seorang atau lebih anggota Direksi --
dari jabatannya apabila anggota Direksi --—————-
tefsébut bertindak bertentangan dengan Anggaran
Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang ——-
berlaku. ————=----——rm
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
kepada yang bersangkutan disertai alasannvya. --
Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan -
puluh} hari sesudah pemberhentiah sementara ---
itu, Komisaris diwajibkan untuk —-————-———=c———
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan —-—--
memutuskan apakah anggota Direksi yang --——----—-
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau
dikembalikan kepada kedudukannya semula, ~-----
sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan —-
sementara itu diberi kesempatan untuk hadir ---
guna membela diri. ——=—————=———— L ___
Rapat tersebut dipimpin oleh salah seocrang —---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjukroleh -——=

Dewan Komisaris., ————————memmmmm




Dewan Komisaris diwajibkan untuk sementara —----
mengurus Perseroan, dalam hal seluruh anggota -~
Direksi diberhentikan untuk sementara atau S
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota --
Direksi. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris-—-
berhak untuk memberikan kekuasaan sementara —--

kepada seorang atau lebih anggota Dewan —-——-——-—-

Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. ——--
Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) --

mutatis mutandis berlaku bagi Dewan-—-——--—w————-

1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan —--
sementara anggota Direksi dengan ——————-=-———-
menyebutkan alasannya. ——-———————————————__
/2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan --—-

pengurusan Perserocan dalam keadazn -————-————-

tertentu untuk jangka waktu tertentu. ————--
‘3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada butir ---

(2) ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar —-

atau keputusan RUPS. ————————mmmmmm

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewén -
Komisaris paling kurang-l {(satu) kali dalam 2 -
(dua) bulan. —=me—-——emmm
Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan ——-——-
apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota

Dewan Komisaris., —~——--—-—mommmm

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama
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Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) -
kali dalam 4 (empat) bulan. ———————————————————
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -------
Persercan. —-~---=oo-me -
Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan S
penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana —--
dimaksud dalam Pasal 22 avat (6) mutatis —--—--——-
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.--—-
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat ----——--
dilakukan oleh Presiden Komisaris atau salah ——
seorang anggota Dewan Komisarié. ——————————————
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dapat -—-----
disampaikan kepada setiap anggota Dewan —--——-—-
Komisaris secara langsung maupun dengan surat
tercatat dengan mendapat tanda terima vang ----
layak, atau dengan telegram, telefax, ~—-——--———
facsimile, surat elektronik dan dalam hal ———-—-—
mendesak sekurangnya 3 (tiga) hari sebelum ——--
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan ----
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. ———-————=
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus ——-
mencantumkan hari, tanggal, jam, Lempat dan ---
acara rapat. ——=—————————— o __.
Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat -----—-—

kedudukan Perserocan atau tempat kegiatan usaha

Perseroan. —-~---emmmmmmm e

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir ---

atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu ~-——
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tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan ———-
Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan ——-

perhak mengambil keputusan yang sah dan ——~--~-

mengikat., ———-rmmmmm e
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden --
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak -
dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak --
berlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh —-=--—-=
seorang Wakil Presiden Komisaris, jika semua —-
Wakil Presiden Komisaris berhalangan atau -----
karena sebab apapun tidak hadir dalam rapat, --
hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak —--—--
lain, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota
Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan/atau —-—-—
diwakili dalam rapat Dewan Komisaris vang —-—---

bersangkutan. ——----mommm e

‘10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang

anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan —--

surat kuasa. ————~———————-————~—¥———————————f——
‘11. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris ---
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat ~-
{2} dilakukan berdasarkan musvyvawarah mufakat. -
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah -—--

untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan --

dilakukan berdasarkan suara terbanyak. -——————-—-
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----
berimbang, maka Ketua Rapat Dewan Komisaris ——-

yang akan menentukan.--—-—-———me————moo_______ -

g4




e 2
SN

13.

'14.

(15.

a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir —-
berhak mengeluarkan 1 {satu}) suara dan —--——--~-
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --———--
anggota Dewan Komisaris lain vang -———----—---
diwakilinya dengan surat kﬁasa. ————————————
b. Pemungutan suara mengenail diri orang -------
.dapat dilakukan dengan surat suara tertutup
tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan —---
suara-mengenai hal-hal lain dilakukan —-——----
dengan lisan kecuali Ketua Rapat Dewan —-~-—-
| Komisaris menentukan lain tanpa ada ——-——~=—-
kebefatan dari yang hadir. -—----——————u———
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ------
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan —-
dianggap tidak ada serta tidak dihitung ----

dalam menentukan jumlah suara vang -——~-—--—-

dikeluarkan. ————==—-———mmm—mmm
Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah —--——-
rapat Direksl sebagaimana dimaksud dalam Pasal

227ayat (14) mutatis mutandis berlaku bagi ----
rapat Dewan Komisaris. =—————-——moommomm
Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan

vang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan —~—-———-——-
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan
Komisaris telah diberitahu secara tertulis --—-
mengenal usul yang bersangkutan dan semua —————
anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan

mengenai usul yang diajukan secara tertulis -—-
serta menandatangani persetujuan tersebut. --—-

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, —-
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mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -
vang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan —----- ‘

Komisaris. ———————omm e

1. Direksi wajib membuat dan menyampaikan rencana --

kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan-
Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk-—--—-——=———=
mendapat persetuijuan, sebelum.tahun buku-----—-—-
dimulail. ——————mm e
Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disampaikan paling lambat 30 {tiga puluh) -

hari sebelum dimulainya tahun buku vang akan—----

Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal 1----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga--~-
puluh satu) Desember. Pada tanggal 31 (tiga---~-

puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan-

Direksi menyusun laporan tahunan dan-—-—————-—-—————
menyediakannya di kantor Perserocan untuk dapat --
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung----

sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. ———-——————

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan--
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS——w——————

Tahunan dan merupakan saldo laba vang positif, --
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dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya---—-—=--
menurut cara penggunaannya vang ditentukan oleh-

ROPS tersebut.--—------v-o---ommmm e

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan--——----
keputusan vyang diambil dalam RUPS, dalam-——————--
keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan--
cara peﬁbayaran dividen dengan memperhatikan----

ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek--

di Indonesia di mana saham-saham Persercan-—------
dicatat; ————— e
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan-----—-
kepada pihak atas nama siapa saham itu----—————-
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada-----—-
hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas--
wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk--—-
pembagian dividen diambil . —=—————— oo
-Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi---
kepada semua pemegang saham; ——————————————=—————
Ketentuan Pasal 13 ayat {1) berlakn secara—-——-

mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut,-—----—-

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perserocan pada--
tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan----
bersih seperti tersebut dalam neraca dan-—--—--——-
perhitungan laba rugi vang telah disahkan RUPS--
Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan--
dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris Perserocan yang besarnya-——---

ditentukan dalam RUPS. ——~———— e

4. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun-----
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buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat

ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian----- 8
itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam-—-—---
perhitungan laba rﬁgi dan dalam tahun bukuf ————— ;
selanjutnya Perseroah dianggap tidak mendapat-~- ;

laba selama kerugian yang tercatat dan-—~————-———- :

dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu------ B

belum sama sekali tertutup.-—-——————c—meco—___ ;
5. Perseroan dapat membagi dividen interim-—--————-——--
berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan------
persetujuan Dewan Komisaris dan keputusan-----—-- :

tersebut harus dilaporkan dalam RUPS Tahunan--——-

vang berikutnya.-——-—--——mommme f

1. Perseroan wajib menyisihkan sebagian laba---—-——--
bersihnya untuk cadangan, sampai‘cadangan ——————— :
| mencapai jumlah 20% (dua puluh persén) dari-----
jumlah medal ditempatkan dan disetor Perseroan, -
dan cadangan tersebut hanya boleh digunakan-----
untuk menutup kerugian vang tidak dapat ditutup- :

dengan cadangan lain.--—————————— o ________

2. Dalam hal jumlah cadangan telah melebihi jumiah-
20% {dua puluh persen) dari jumlah modal ———-———-
ditempatkan dan disetor Perseroan, RUPS dapat-—-

memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan---

kagi keperluan Perseroan. ——--——-————me———o_______

3. Cadangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) vyang
belum digunakan untuk menutup kerugian dan------

Jumlah cadangan yang melebihi jumlah sebagaimana
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dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum-
ditentukan cleh RUPS harus dikelcla dengan cara-
yang tepat menurut pertimbangan Direksi, - ————--—-
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris-—-

serta dengan memperhatikan peraturan perundang--

undangan yang berlaku.-------------—-————o————

————————————————— PERATURAN PENUTUP ~=——-————————————

1. Sepanjang tidak diatur tersendiri dalam------—-——-
Anggaran Dasar ini berlaku UUPT dan peraturan--—-
perundang-undangan lainnya.-—————————————o———————
2. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup------
diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus---

dalam RUPS.—-—--——-—mm e

-— Akhirnya para penghadap bertindak dalam-----——--—--
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas----—-m——-
menerangkan bahwa modal ditempatkan sebagaimana¥———
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil ——-—--
bagian oleh para pemegang saham, yakni:----———————-
a. perseroan terbatas-----
PT SINAR MAS TUNGGAL,--
berkedudukan di Jakarta
Pusat, sejumiah ---——----
461.552.320 (empat ratus
enam puluh satu juta---
lima ratus lima puluh--
dua tiga ratus dua ----
puluh) saham dengan —---

nilai nominal seluruhnya

sebesar. ... ... .. ..... Rp.115.388.080.000,00
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(seratus lima belas —--—-
miliar tiga ratus------
delapan puluh delapan--

juta delapan puluh ribu

b. Masyarakat, sejumlah --
309.000.000 (tiga ratus
sembilan juta) saham --
dengan nilai nominal---

seluruhnya sebesar..... Rp. 77.250.000.000, 00

(tujuh puluh tujuh ----
miliar dua ratus lima--

puluh juta Rupiah);----

-sehingga seluruhnya-—--—~—-
berjumlah 770.552.320 -———
(tujuh ratus tujuh puluh--
juta lima ratus lima---—-——-
puluh‘dua ribu tiga ratus-
dua puluh) saham dengan---
nilai nominal seluiuhnya ~

sebesar ———-e—m——___ Ro. 192.638.680.000,00

(seratus sémbilan puluh --
dua miliar enam ratus--—---
tiga puluh delapan juta---~

delapan puluh ribu----———-

Rupiah). ——m—oem

—-- Dari segala sesuatu vang diuraikan di atas—-——————c—-
sebagai buktinya :t------————_____________________
———————————— Maka--Akta--TIni, ————nmeru =

-~ Dibuat dan diresmikan di, Jakarta, pada hari dan—-—---
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tanggal seperti disebut pada awal akta ini, dengan-----
dihadiri ¢leh 1=
1. wanita Elitawati, lahir di Pematang Siantar pada —--—-
tanggal 29 (dua puluh sembilan} Januari 1965 =--—--—---
(seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga —-----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, ----
Jalan Cideng Timur nomor 31, Jakarta Pusat, --—-———-—-—-
pemegang Nomor Induk Kependudukan -------------————-

3171016901650003; ————————————mm—mmmmm e

2. nyonya Chia Nyuk Chin, lahi£ di Belinyu pada tanggal
21 {dua puluh satu) Cktober 1978 {(seribu sembilan---
ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Tangerang, Cibodas Kecil, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cimone,----
Kecamatan Karawaci, pemegang Nomor Induk-==—-———-—----—

Kependudukan 3671076110780003, untuk sementara---—---

berada di Jakarta;-—---==s---mmmmmm e
—kedua-duanya pegawal kantor notaris dan sebagai--—----—-—
saksi-saksi.——~———----mmmmmm e
-— Atas permintaan para penghadap akta ini tidak-------
dibacakaﬁ oleh savya, notaris, karena menurut---------—--
keterangannya akta ini telah dibaca sendiri, ————~————=
diketahui, dan dipahami isinya oleh para penghadap dan-
saksi-saksl, maka akta ini segera dibubuhi paraf pada--
setiap halaman dan ditandatanganilah akta ini oleh para
penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.-————===c————-
—-- Diperbuat dengan tiga perubahan, yakni karena dua --
coretan dengan penggantian dan satu tambahan.-=-——-————-—
-— Asli akta ini telah ditandatangani dengan--—-—--——=——-

SempUrng . T e T T T e e e e




—— Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.---——————-

Jakarta, 10 Juli 2015.

Notaris Kota Jakarta Pusat.
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